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1 Kata Pengantar



KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan

kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 — 2022,
dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun

Rencana Strategis (Renstra).

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi,
Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang sesuai Motto Provinsi Sulawesi Barat “Mellete
di Attonganang” yang kemudian diejawantahkan dalam Visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu

“Sulawesi Barat Maju dan Malagbi”

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin
bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat
dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan

yang akan terjadi di Sulawesi Barat.



Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam
strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun
2017 — 2012. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di
desa. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor
risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran
kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna

“Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya”

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga
bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) tetapi juga bagi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah serta

pemerhati kesehatan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 — 2022. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah
kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan yang

maju dan malagbi di Sulawesi Barat mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya. Amien.

Mamuju, 2017
Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Barat

dr.Achmad Azis,M.Kes
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang
Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan
masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi
- tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa
Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan
dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang menempatkan periode
2014 - 2019 sebagai tahapan ke tiga untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terus meningkat.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di
wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.
Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat dengan pembangunan
kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Sistem Kesehatan



Nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012, Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian
kesehatan 2010 — 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK) Tahun 2005 - 2025.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 — 2022
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai
upaya dalam melaksanakan pokok — pokok pikiran visi dan misi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat , terutama misi Pertama, Membangun
Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya. yaitu Sumber Daya
Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki
individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan
prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
1.2 Landasan Hukum
1. Landasan idiil yaitu Pancasila dan  Landasan konstitusional
Undang — Undang Dasar 1945

2.  Landasan Operasional yaitu :



a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

I. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintanan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

I.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

0. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

p. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republiki Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019

r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor 50);



u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomro 51);

v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 — 2034;

w. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

X. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

y. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017

— 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 )

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2017- 2022 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro
pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pencapaian Visi — Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 — 2022.



1.4

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

tahun 2017 — 2022 adalah sebagai berikut :

1.  Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ke
dalam kegiatan untuk jangka waktu lima tahun.

2.  Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam
rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pembangunan kesehatan.

Sistematika Penulisan.

Bab | Pendahuluan

Memuat secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta Sistematika

Penulisan.

Bab Il Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi serta
uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat; sumber daya yang
dimiliki; tingkat pencapaian kinerja; hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kesehatan lima

tahun mendatang.

Bab 111 Isu-1su Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Memuat tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Barat; telaah visi, misi dan program Pembangunan Jangka Menengah



Daerah; telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota; telaah

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.
Bab IV Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran,Strategi Dan Kebijakan

Memuat rumusan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Baratserta pernyataan misi
dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula nilai-nilai yang
melandasi pernyataan misi dalam mencapai visi tersebut, yang sekaligus sebagai
pedoman moral dan etika bagi setiap personil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.

Bab V RencanaProgram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dari prioritas program. Pendanaan bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) Provinsi dan sumber pendanaan lainnya yang
sah dalam periode satu tahun dan lima tahun. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Baratyang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang

telah direncanakan dan terukur.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJIMD

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Baratyang
merupakan bagian dari indikator RPJMD. Indikator ini bukan hanya menjadi
tanggungjawab sektor kesehatan saja namun memerlukan dukungan sektor lain terkait.

Indikator kinerja berupa angka, persentase (%) dan penjelasan naratif.

BAB VII PENUTUP



Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-
2022, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana
Strategis yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang
sesuai Motto Provinsi Sulawesi Barat “Mellete di Attonganang” yang kemudian
diejawantahkan dalam Visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu “Sulawesi Barat Maju dan

Malagbi”

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin
bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif
masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat.



Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam
strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2017-2022. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan untuk pengembangan
pemberdayaan masyarakat di desa. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi
di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan untuk saling bahu

membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
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2 Gambaran Pelayanan DINAS
Kesehatan PROVINSI SULAWESI BARAT
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GAMBARAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Dinas Daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Susunan Organisasi dan Tata kerja,unsur pelaksana
urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris

Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat sebagai berikut :

Sekretariat;
Bidang Kesehatan Masyarakat;
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

oo T @

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya.

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan
Sekretaris dibantu 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan
kepegawaian, Sub Bagian program dan Keuangan.

Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan
hubungan koordinasi dengan bidang lain yaitu UPTD Intalasi Farmasi, UPTD Labkes

dan UPTD Pelayanan Kesehatan dan UPTD Darah.
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Dalam Pergub tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan
umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina
pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya
kesehatan;

e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi
kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;

f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan
Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

g. penyelenggaraan koordinasi penyushan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas
teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah
(LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan
kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya
kesehatan;

h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;

i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan
pelayanan umum dibidang kesehatan;

J. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. penyelenggaraan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Kabupaten/kota;  dan
penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan

kesehatan di Provinsi;
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b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi regulasi dan
kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit
dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;

c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugastugas dibidang
kesehatan;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan
fungsi dinas,

e. Menyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

f. Menyelenggarakan penetapan program Kkerja dan rencana pembangunan
kesehatan di Provinsi;

g. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dinas;

h. Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan
kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

i. Menyelenggarakan fasiiitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan,
bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber caya
kesehatan;

J. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai
situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Sulawesi
Barat;

k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah,
Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

dinas;
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I.  Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan
tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan,
regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan
lingkungan serta sumber daya kesehatan;

m. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;

n. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan umum dibidang kesehatan;

0. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

p. Menyelenggarakaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota;

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretariat

a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas;
b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

o

pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan
masyarakat.

penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas;
penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan;
penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan;

penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja;

> @ - 2 o

penyelenggara pengendalian administrasi belanja;

penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian;
penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

N &

k. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan
I. penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

m. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-
undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
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n. penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;

0. penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

p. penyelenggara monitoring dan evaluasi;

g. penyelenggara pembinaan jabatan fungsional;

r. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait;

s. penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang
kesehatan masyarakat;

b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang
kesehatan masyarakat;

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan
pemberdayaan kesehatan;

d. penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain;

e. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan
pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;

f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat;
g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

J.pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;

k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

I. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh pimpinan.
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4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
a. penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya
manusia kesehatan;

b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia
kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;

d. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya
manusia kesehatan bidang pelayanan kesehatan.

e. pelaksanaan pembinaan terhadap mutu bidang pelayanan dan sumber daya
manusia kesehatan upaya pelayanan kesehatan.

f. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang
pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan pelayanan kesehatan.

g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization)
dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);

h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan
kesehatan dan sumber daya kesehatan

i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi
bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan
peraturan perundang-undangan;

J. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan;

k. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

I. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan;

m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Pengendalian Penyakit

a. penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
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c. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan;

d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

e. Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans
dan imunisasi;

f. pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;

g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;

pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization)
dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat
pendidikan dalam jabatan (on the job training);

I. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan
kesehatan;

J- penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
I.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6.  UPTD Instalasi Farmasi

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian penyakit
dan kesehatan lingkungan;

b. Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Provinsi;

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Unit

d. Pelaksanaan monev ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan

e. Menyusun rencana kegiatan Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat

f. Mendelegasikan tugas-tugas tertentu, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

h. Mengelola obat/perbekalan kesehatan (perbekes) (APBD, APBN, Program,

17



Poliklinik) yakni merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan dan
mendistribuskannya keseluruh kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, serta
mencatat dan melaporkan, mengevaluasi, mengendalikan dan memusnahkan
obat yang rusak dan kadaluarsa;

i. Melayani permintaan obat dari masyarakat (Baksos, pengobatan Gratis,
Kejadian Luar Biasa/KLB, Bencana Alam) dan permintaan dari
daerah/Provinsi lain yang membutuhkannya;

J. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi, ketersediaan obat/perbekes serta
penggunaannya di sarana pelayanan kesehatan utamanya instalasi farmasi
kabupaten Provinsi Sulawesi Barat;

k. Melaksanakan monitoring Evaluasi penggunaan obat/perbekkes tepat sasaran,
baik di PKM maupun di sub-sub unit yang ada dibawahnya;

I.  Menfasilitasi pelayanan distribusi obat/perbekkes keseluruh kabupaten dan
pelayanan kesehatan dasar lainnya;

m. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan program serta kualifikasi tenaga
yang dibutuhkan dilingkup UPTD;

n. Melaksanakan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi PROVINSI;

0. Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari
kesalahan;

p. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional kegiatan, peralatan dan
ketenagaan;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dan
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan

dan pengembangan UPTD kedepan,
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r.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

7. UPTD Pelayanan Kesehatan

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan sederhana kepada
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
keluarganya serta masyarakat di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat;

b. Melaksanakan perencanaan, penyediaan obat-obatan, alat dan bahan
pemeriksaan kesehatan;

c. Melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

d. Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar
berupa :
(1). Konsultasi, penyuluhan, peemriksaan medis dan pengobatan
(2). Pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal gigi
(3). Tindakan medis kecil/sederhana
(4). Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana
(5) Pengobatan efek samping kontrasepsi
(6) Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai
(7) Pemeriksaan kehamilan dan persalinan
(8) Pelayanan imunisasi dasar

e. Merencanakan dan menyediakan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar
dan pemeriksaan laboratorium;

f.  Melaksanakan pelaporan pelayanan kesehatan dasar

g. Melaksanakan ketatausahaan

h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis

19



dinas;

i. Melaksanakan pengolahan data program pelayanan unit pelaksana teknis dinas
di sarana pelayanan kesehatan dasar;

J.  Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan akses dan kualitas pelayanan
unit pelaksana teknis dinas, meliputi Sub Bagian Tata Usaha

k. Melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis
dinas;

I.  Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
unit pelaksana teknis dinas disarana pelayanan kesehatan dasar;

m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan monitoring dan hasil Evaluasi unit pelaksana teknis dinas.

8. UPTD Laboratorium Kesehatan

9. UPTD Darah
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STRUKTUR DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS

dr.H.Achmad Azis,M.Kes
NIP : 195905151989031016

Kelp. Jabfung

SEKRETARIS
H.Muhammad 8.Kep,
NIP: 197207151992031013

KEPALA SUB BAGIAN
Program dan Keuangan

Wahyuddin, SE,M.Kes
NIP : 197302142006041013

KEPALA SUB BAGIAN
Umum dan Kepegawaian
Jailuddin T, 8.Pd.i
NIP : 1960012311986031500

KEPALA BIDANG
Kesehatan Masyarakat

dr.Hj. Indahwati Nursyamsi, MARS
NIP : 196803062002122002

SEKSI
Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat
Sri Surianti, SKM, M.Kes
NIP: 198011012003122007

KEPALA BIDANG
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
dr. H. Muh.[hwan
NIP: 197205012000121006

SEKSI
plt. Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Irham, SKM
NIP: 1975011132006041007

SEKSI
Surveilans dan Imunisasi

Sri Surianti, SKM, M.Kes
NIP : 197708152006042029

SEKSI
Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
Nana Darmawiah, 8.S0s,M.Kes
NIP: 197412252007012025

SEKSI
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
Hj. Rachmi, SKM
NIP: 197008011993112001

SEKSI
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa

Nuraeni Amir, SKM
NIP : 198210302008042002

UPTD

KEPALA BIDANG
Pelayanan dan Sumber Daya

Dra.Hj. Sufiani Apt.M.Kes
NIP : 196312311995032005

SEKSI
Pelayanan Kesehatan

dr.Darmawiah
NIP: 196312311995032005

SEKSI
plt. Kefarmasian dan Alkes

Nurwardi Nur,8.8i,Apt
NIP: 197310192000032005

SEKSI

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Andi Tenri Bulaeng STP,M.Kes
NIP : 197504142006042033

Gambar 2. 1 : Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2016
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2.2  Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan.
Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah
pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 124
orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 24 orang;
pendidikan S1 sebanyak 64 orang pendidikan, D1/D3 sebanyak 28 orang, sedangkan
yang mempunyai pendidikan SMA/sederajat sebanyak 8 orang;. Ditinjau dari
Pangkat/Golongan, dari 124 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 11 orang,
golongan 111 sebanyak 95 orang, golongan Il sebanyak 17 orang, golongan | sebanyak 1
orang. Ditinjau dari eselon, dari 124 orang terdiri dari eselon 1l sebanyak 1, eselon Il
sebanyak 4 orang, eselon IV sebanyak 17 orang dan pelaksana sebanyak 102 orang, dan
berdasarkan jenis kelamin laki — laki sebanyak 43 orang dan perempuan sebanyak 81

orang

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pendidikan

yang ditamatkan pada tahun 2017

OPD Pendidikan Jumlah

SLTA | D1s/d D3 | D4/S1 S2

Dinas Kesehatan 8 28 64 24 124
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Tabel 2.2
Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

berdasarkan Golongan pada tahun 2017

OPD Golongan Jumlah | Ket
I I i v
Dinas Kesehatan 1 17 95 11 124
Tabel 2.3

Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

berdasarkan Eselon pada tahun 2017

OPD Golongan Jumlah | Ket

1 i v Pelaksana

Dinas Kesehatan 1 4 17 102 124

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kesehatan maka Dinas Kesehatan melaksanakan
tugas pelayanan kesehatan melalui sarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Rumah sakit dan UPTD yang merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan.

Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Promosi Kesehatan, Kesehatan
Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana
(KB), Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, dan Pengobatan. Beberapa
Puskesmas yaitu Puskesmas Perawatan, selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan

seperti Puskesmas pada umumnya, juga menyediakan fasilitas pelayanan rawat inap.
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Dengan demikian Puskesmas Perawatan juga berfungsi sebagai “Pusat Rujukan
Antara” yang melayani penderita gawat darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan kabupaten yang
berada di semua wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional
pembangunan kesehatan.

Gambar 2.2 :

Jumlah Puskesmas Sulawesi Barat Tahun 2006 — 2016

61 61/
O mnmm—— '

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pada tahun 2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 95 unit.
Jika dilihat dari tahun 2006-2016 terlihat adanya peningkatan sebanyak 34 PKM baru.

Bila dilihat dari kabupaten, puskesmas terbanyak berada di kabupaten Mamuju
sebanyak 22 Unit dan paling sedikit di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 10 unit
Puskemas.

Puskesmas di Sulawesi barat terdiri atas dua jenis yaitu Puskesmas Perawatan dan
non Perawatan. pada tahun 2016 Puskesmas Perawatan sebanyak 41 Unit dan
puskesmas Non perawatan 54 Unit.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, maka

kedepan puskesmas non perawatan akan ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan.
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Selain itu dalam mendukung akselerasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam
era Jaminan Kesehatan di provinsi Sulawesi Barat terdapat 9 Rumah sakit yang di

miliki oleh Pemerintah maupun swasta.

Gambar 2.3 :

Jumlah Rumah Sakit Sulawesi Barat Tahun 2016

7
I |
Pemerintah Swasta

Tabel 2.3

Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Per Tahun 2017
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Kode Uraian Nilai Rupiah

1 (Tanah -
2 |Peralatan dan mesin 5,793,724,624.33
- Alat-alat Besar -

- Alat-alat Bangunan 2,162,178,800.00

- Alat Bengekel dan Alat Ukur 17,108,709.00

- Alat Pertanian 149,607,399.00

- Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,129,085,791.33

- Alat Studio dan Alat Komunikasi 405,439,633.00

- Alat-alat Kedokteran 339,689,000.00

- Alat Laboratorium 540,895,292.00

- Alat-alat Perenjataan/Keamanan 49,720,000.00

3 |Gedung dan Bangunan 13,250,419,373.00
- Bangunan Gedung 13,250,419,373.00

- Monumen -

4 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 301,775,000.00
- Jalan dan Jembatan -

- Bangunan Air/Irigasi 24,775,000.00

- Instalasi 247,500,000.00

- Jaringan 29,500,000.00

5 |Aset tetap lainnya 26,500,000.00
- Buku dan Perpustakaan -

- Barang Bercorak Kebudayaan 26,500,000.00

- Hewan dan Ternak serta Tanaman -

- Aset Renovasi -

6 |Kontruksi dalam Pengerjaan 189,620,000.00
7 |Asetlainnya 377,796,102.67
- Aset Lainnya -

- Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya 377,796,102.67

- Aset yang dimanaatkan Pihak Lainnya -

- Aset Tidak Berwujud -
Total 19,939,835,100.00

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indicator yait
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian
Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan UPTD nya. Capaian
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tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi

Barat . Capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

abel 2.3

Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

No | Indikator Kinerja

Umur Harapan Hidup
(UHH)

Angka Kematian lbu
(AKI)

Angka kematian Bayi
(AKB

4 | Prevalensi gizi buruk

Target | Target

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Realisasi Rasio Capaian
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
70.80 | 70.95 | 70.95 | 71.50 | 72 | 63.04 | 63.32 | 64.04 | 64.22 | 64.31 | 89.04 | 89.25 | 90.26 | 89.82 | 89.32
185 168 151 135 102 185 243 214 204 185 100 | 144.6| 141.7 | 151.1 | 1814
1160 ( 11.20 10 | 9.95 | 9.93 | 10.00 | 14.50 | 13.01 | 13.40 | 14.93 | 86.21 | 129.5 | 130.1 | 134.7 | 150.4
24 20 20 18 16 |20.50| 18 |29.10|29.10|24.70| 85.42| 90 | 1455|161.7 | 154.4

Umur Harapan Hidup (UHH) capaian Provinsi Sulawesi Barat

pertahun

meningkat cukup baik, yang menyatakan bahwa semakin tahun umur harapan hidup

penduduk Provinsi Sulawesi Barat semakin panjang dibandingkan tahun sebelumnya.

32




Gambar 2.4

Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Target Renstra W Realisasi Gpaian

7080 7095 7095 7150 72

6304 6332 6422 6422 6431
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Realisasi dari BPS Provinsi Sulawesi Barat,2017

Meningkatnya usia harapan hidup menandakan bahwa pelayanan kesehatan di
provinsi Sulawesi Barat semakin membaik. Selain itu kualitas hidup juga semakin baik.
Hanya saja ini menjadi tantangan juga, dimana dengan semakin banyaknya penduduk
usia lanjut, berarti risiko adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia
untuk menciptakan generasi lansia yang sehat dan produktif.

Angka kematian ibu mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan
kehamilan, persalinan dan nifas. Angka kematian ibu sendiri adalah banyaknya wanita
yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan,
melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

33



Gambar 2.5

Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Target Renstra  EReqlisasi Capaian

201

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,2017

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidupmenggambarkan
jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian
ibu melahirkan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 sebesar 185 per 100.000
kelahiran hidup. Pada tahun 2016 angka kematian ibu sebesar 185 per100.000 kelahiran
hidup. Hal ini menunjukkan penurunan angka kematian ibu terus tidak mengalami
penurunan dari tahun 2012-2016. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
yaitu < 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya tidak menunjukkan
keberhasilan. Perlu kerja keras untuk mencapai target Kematian Ibu di masa depan.

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah
kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi di Sulawesi Barat

pada tahun 2012 sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016 Angka
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kematian bayi sebesar 14.93 per1.000 kelahiran hidup.

Hal ini menunjukkan tidak adanya indikasi penurunan angka kematian bayi
selama 5 tahun terakhir. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 9.93
per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai belum menunjukkan
keberhasilan.

Gambar 2.6
Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Target Renstra  EReqlisasi Capaian
1493

145
1301 134
116 112
10 10 95 993
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,2017
Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita
dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Berdasarkan hasil pendataan pada
tahun 2016, prevalensi balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Barat sebesar 24.7%.
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar < 16%, maka capaian
kinerjanya belum menunjukkan keberhasilan.
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di provinsi Sulawesi Barat tahun

2012- 2016 tampak pada gambar berikut ini,
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Gambar 2.6

Prevalensi Balita Gizi Buruk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Targekt Renstra  mReqlisasi Capaian

2941 2941
21, 247
205 20 20
18 18
I 16
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,2016

2.2.2 Indikator Kinerja Upaya kesehatan
Indikator kinerja upaya kesehatan Dinas Kesehatan merupakan indicator standar
pelayanan minimal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2016.
Indikator tersebut juga untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Indikator ini juga merupakan gambaran
capaian outcome yang merupakan capaian Kkinerja Dinas Kesehatan Dinas

Kesehatan. Kinerja ini merupakan indikator antara untuk mencapai indikator impact.
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Tabel 2.3

Capaian Ondilator Kinerja Upaya Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

Data Capaian Target Kinerja Capaian Target Rasio Capaian
Indikator Kinerja Program (Outcome) pada Awal

Tahun 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin 80 80 85 100 100 100 | 79.83 | 79.83 [ 79.83 | 60 | 86.93 | 100 94 80 60 87
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin 80 80 85 100 100 100 |79.83 | 79.83 [ 79.83 | 60 | 86.93 | 100 94 80 60 87
Persentase Rumah tangga ber PHBS 58 62 67 71 75 80 65 70 | 5166 | 63.1 | 63.1 105 104 73 84 79
Persentase Desa Siaga Aktif 42 48 60 65 68 70 | 3892 [54.34 | 49.3 76 49.4 81 91 76 112 71
Persentase Balita di timbang berat badannya (D/S) 68 72 76 79 79 88 7427 | 75.7 | 755 | 755 | 83.31 | 103 100 96 96 95
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air 63 63 65 70 75 80 40 42 427 | 42.7 47 63 65 61 57 59
minum yang berkualitas
|Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk 2.6 2 2 2 2 2 1.44 | 055 | 0.38 | 0.38 | 0.38 72 28 19 19 19
Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang 55 70 75 80 85 90 57 40 49 34 75 81 53 61 40 83
ditemukan
Persentase desa yang mencapai UCI 65 90 95 100 100 100 | 67.8 | 814 | 705 75 78 75 86 71 75 78
Persentase RS yang terakreditasi 11 13 16 17 20 23 50 50 50 50 |57.14 | 385 313 294 250 248
Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS 35 35 50 60 60 60 50 100 50 0.5 75 143 200 83 1 125
Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED 36.8 36.8 40 44 48 52 27.7 | 4186 | 44 55 54 75 105 100 115 104
Persentase Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan 44 47 49 51 53 55 |34.78 | 38.04 | 37.23 | 42.11 | 4316 | 74 78 73 79 78
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 63 60 63 65 67 70 718 |57.74 | 57.75 | 57.75 | 71.83 | 120 92 89 86 103
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes Terlatih 79 7 80 82 84 86 86.43 | 85.29 | 87.75 | 87.75 | 80.44 | 112 107 107 104 94
(Cakupan PN)
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 78 67 66 70 74 78 | 7832 |77.19 | 78.19 | 78.19 | 75.02 | 117 117 112 106 96
antenatal (Cakupan K4)
Persentase Tenaga kesehatan yang lulus uji komptetensi 15 50 55 60 65 70 50 395 20 20 45 100 72 33 31 64
berizin
Persentase Provinsi dan Kabupaten memiliki Bank Data 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesehatan

2.4 Tantangan dan peluang Penegmbangan Pelayanan Kesehatan

2.4.1 Tantangan

a.  Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan dalam

penyebaran penyakit karena berada pada Center Of Sulawesi

b.  Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit, puskesmas dan jaringannya

c.  Masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak sehat;

d.  Belum optimalnya pemanfaatan posyandu oleh warga masyarakat
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e.  Masih tingginya Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang

f. Kasus kematian Ibu dan Bayi yang masih tinggi

g.  Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan

h.  Rumabh sakit yang belum terakreditasi

i Diberlakukannya MEA mulai tahun 2016.

]. Adanya sarana pelayanan kesehatan/RS milik swasta dalam pelayanan kesehatan
dan memberikan fasilitas pelayanan cukup baik.

k.  Sarana Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas) baru 1 dari 95 Puskesmas telah
terakreditasi

I Bangunan fisik Rumah sakit, puskesmas dan pustu belum memenuhi standar

m. Belum ada RSUD yang terakreditasi sesuai standar JCI

n.  Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan
akan mengalihkan masyarakat mencari pelayanan ke Rumah sakit lain yang
memberikan pelayanan yang lebih baik.

0. Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai
86,93%.

p.  Selain itu juga masih belum optimalnya ketersediaan alat kesehatan dan tingginya
peredaran Jamu mengandung Bahan Kimia Obat

g. Proporsi SDM Kesehatan belum memenubhi target ideal;

r.  Adanya peningkatan penyakit tidak menular seperti jantung, pembuluh darah,
diabetes mellitus.

2.4.2 Peluang

a.  Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tinggi dalam
mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan
kebijakan pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan, Rumah sakit Persiapan
Type B Non pendidikan, dukungan dalam pengganggaran program kesehatan,
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dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat
dalam pembangunan kesehatan.

b.  Adanya Dukungan Dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, pihak swasta dan Masyarakat Dalam pelaksanaan
Program Kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada
umumnya sangat mendukung program pembangunan kesehatan. Kesadaran akan
kesehatan dan Partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada
sebagian besar masyarakat.

c.  Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya
menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat memiliki
kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat bahkan
sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Pola hidup sehat
sangat penting dalam mewujudkan Sulawesi Barat sehat dan Malagbi.

d.  Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat (Rumah
Sakit Swasta, Klinik, DPM, BPM). Fasilitas pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pihak swasta mulai berkembang di kota
Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan Rumah Sakit provinsi di persiapakan menjadi
Rumah skait Type B Non Pendidikan. Selain itu RSUD Kabupaten Polewali
Mandar bahkan menjadi pusat pelayanan rujukan wilayah Selatan. Sesuai

e. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat, NGO dan
sinkronisasi Program dengan Kabupaten dalam upaya pengembangan program
kesehatan.

f. Kelompok pendukung ASI (KP-ASI) untuk mendukung akselerasi perbaikan gizi
pada 1.000 hari pertama kehidupan

g.  Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinas Kesehatan dan Klinik

h.  Adanya good will dari Pemerintah Sulawesi Barat untuk meningkatkan mutu
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pelayanan kesehatan di RS yang didukung sarana, prasarana, dan dana.
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3 PERMASALAHAN DAN Isu - Isu
STRATEGIS
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3.1

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS

BAB 111

KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Mendasarkan pada permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Barat berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan

khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut:

Tabel 3.4

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Aspek Kondisi saat ini Standar yang Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Kajian digunakan Pelayanan
It 19 Internal Eksternal y
Perangkat
Daerah
Gambaran Masih tingginya SDGs . Deteksi . Adanya Kasus
Pelayanan Angka Kematian awal Ibu | kejadian kematian lbu
Kinerja ibu dan bayi. hamil yang | kematian ibu tidak
Dinas Jumlah kasus tidak hamil atau mengalami
Kesehatan kematian ibu pada berjalan bersalin yang penurunan
tahun 2012 sebesar dengan baik disebabkan yang
59 kasus dan pada oleh penyakit | signifikan
! P . Kelas Ibu penyaxd gniH
tahun 2016 sebesar kronis atau
47 Kasus, hamil di komplikasi
sedangkan kasus Puskesmas |» Masih ada
kematian bayi pada .
belum persalinan
tahun 2012 )
optimal ditolong oleh
sebanyak 353 kasus .
dukun bayi
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dan mengalami Kemampuan 3. Sebagian besar
kenaikan pada dan kematian Ibu
tahun 2016 pemahaman pada Ibu
sebanyak 379 serta dengan
kasus; kepatuhan Kondisi
petugas ekonomi
kesehatan Miskin
terhadap
SOP masih
kurang baik
dan belum
sesuai
standar
Gambaran | Masih rendahnya 1. Standar 1.Baru 1 dari 1. Akreditasi Belum
Pelayanan | akses masyarakat Puskesmas 95 Puskesmas .
Puskesmas optimalnya
Kinerja terhadap fasilitas yang
2. Standar o
Dinas kesehatan yang Rumah terakreditasi | 2- Akreditasi akses
Kesehatan | berkualitas; _ Rumah Sakit | terhadap
Sakit 2.Belum ada
dengan kualitas
Puskesmas
3. Standar standar JCI
BLUD
Pelayanan yang BLU _ pelayanan
3. Kendali Mutu
Minimal 3.Belum ada
dan Kendali | kesehatan
RSUD yang Biaya
terakreditasi dasar dan
sesuai standar | dalam rujukan
ICI Pelayanan
BPJS
Masih tingginya RPJMD . Tidak 1. Belum Masih
permasalahan Gizi Provinsi seluruhnya optimalnya tingginya
dan stunting growth | Sulawesi Barat Puskesmas pemanfaatan | prevalensi
(tubuh pendek). mempunyai posyandu gizi kurang
Angka stunting tenaga oleh dan stunting
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Sulawsi Barat
sebesar 39,7 persen
di atas rata-rata
nasional sebesar
27,5 persen dan
menempati urutan
ke dua tertinggi di

Indonesia;

Nutrisionist

2. Kurangnya

sosialisasi

3. Gerakan
Nasional
Sadar Gizi

masyarakat

. Budaya

masyarakat
yang salah
tentang
pemberian
makanan pada
bayi dan anak

Masih tingginya
kesakitan akibat
penyakit menular

dan tidak menular;

SDGs

Standar
Pelayanan

Minimal

. Adanya New

emerging dan
reemerging

deseases

. Provinsi

Sulawesi
Barat yang
berada di
center Of
Sulawesi
beresiko
terkena
penyebarab
penyakit

menular

. Daerah

provinsi
Sulawesi
Barat rawan

bencana

. Pola hidup

yang tidak
sehat
menyebabkan

Masih
tingginya
kasus
Penyakit

Menular dan

tidak menular
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peningkatan
risiko
penyakit

tidak menular

Masih terbatasnya
ketersediaan tenaga

kesehatan;

Belum optimalnya
Gerakan

Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAYS);

Masih kurangnya
jumlah penduduk
yang menjadi
peserta jaminan
kesehatan,
penduduk yang
menjadi peserta

jaminan kesehatan
mencapai 65,11
persen pada tahun
2016;

Masih rendahnya
akses terhadap
sanitasi yang layak.

44




3.2 Telaah Visi Misi dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi
Barat

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Barat 2017 — 2022 adalah
“Sulawesi Barat Maju dan Malagbi”. Dalam mewujudkan Visi, terdapat 4 (empat) Misi

sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah (good
governance) agar mampu menjalankan Kkewajiban konstitusionalnya, yaitu
memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga
masyarakat Sulawesi Barat; Pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah yang
terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan di atas prinsip - prinsip
demokrasi. Hal ini merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan daerah
yang berkualitas dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat.

2. Misi Kedua, Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (capacity
building) yang berbudaya, produktif serta berintegritas; Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia menjadi dasar bagi pembangunan dan bersifat sangat strategis
bagi pembangunan Sulawesi Barat di masa mendatang.

3. Misi Ketiga, Pembangunan berkelanjutan (suistanable development) berpusat pada
rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi
rakyat (participatory based development); Pembangunan berpusat pada rakyat (people
centered development) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan
sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan

mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada
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rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta
kearifan lokal untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah.

4. Misi Keempat, Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan
(people’s economy) yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dengan
memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang didukung oleh infrastruktur
yang memadai. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang
senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi.
Fokusnya adalah menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka
kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang erkualitas dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan ini
diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi
rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Barat Maju : Sejajar dengan propinsi maju lainnya di Indonesia terkhusus di
kawasan timur Indonesia dengan mendorong 3 aspek pembangunan yaitu : Pertama : Maju
dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendidikan masyarakat; Kedua : Maju dalam
pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan professional dan Ketiga : Maju dalam
pengembangan infrastruktur daerah serta pengelolaan SDA yang optimal

Sulawesi Barat Malagbiq “didefenisikan” Pertama :Masyarakatnya Malagbig, dalam
arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religious; Kedua . Alam dan
lingkungan yang Malagbiq, dalam terkelola dengan baik dan profesional untuk
kesejahtraan rakyat dan Ketiga : Malagbiq dalam berhubungan dunia luarnya dan propinsi
lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk

membangun Sulbar yang lebih maju.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan
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Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi,
namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”. Upaya untuk

mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.;

2.  Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara

hokum;

3.  Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara

maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, untuk mewujudkan visi

ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

47



2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

3.4 Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
(KLHS)

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan
aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak
terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan

melanggar rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Sulawesi Barat untuk penyusunan
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat , tidak terdapat program yang diperkirakan mempengaruhi
dampak lingkungan strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan tidak

memberikan dampak lingkungan strategis

2.1 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2017-2022
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM,
SDG’s dan RAD PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah

sebagai berikut :

1.  Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah
yang aktual di di Provinsi Sulawesi Barat (AKI: 47 kasus Kematian; AKB: 379 kasus
kematian). Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari
tahun 2015 ke 2016. Penurunan AKI di Sulawesi Barat walaupun masih tinggi disebabkan
meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat

serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan
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kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia
(sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus,
pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum

tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif.

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di
puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan
masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum
meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga
kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih
belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di
tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. Peran suami siaga dalam penurunan
angka kematian ibu perlu lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas ibu
hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu persalinan dan
mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong persalinan, dimana tempat melahirkan,
alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas suami.
Masih adanya gender stereotype (lak-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil
keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi
urusan wanita dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami

terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri.

Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan

Akses terhadap fasilitas kesehatan dengan situasi dan kondisi geografis merupakan
tantangan yang cukup besar didalam pemberian pelayanan Kesehatan secara merata di
Sulawesi Barat. Diperlukan upaya dan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk
meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas kesehatan terutama fasilitas upaya
kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang
berkualitas untuk meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan yang Malagbi.

Selain itu perlu Perubahan paradigma kesehatan yang lebih menekankan pada upaya
promotif-preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif diharapkan
merupakan titik balik kebijakan Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani kesehatan
penduduk yang berarti program kesehatan yang menitikberatkan pada pembinaan
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kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan penyakit. Upaya kesehatan di masa datang
harus mampu menciptakan dan menghasilkan SDM Sulawesi Baratyang sehat produktif
sehingga obsesi upaya kesehatan harus dapat mengantarkan setiap penduduk memiliki
status kesehatan yang cukup.

Saat ini di Provinsi Sulawesi Barat baru satu Puskesmas yang telah terakreditasi dari 95
Puskesmas dan 2 dari 9 Rumah Sakit telah terakreditasi. Perlu upaya secara sistematis
dalam meningkatkan kulaitas sarana pelayanan kesehatan melalui Akreditasi.

Gizi Stunting pada Balita

Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi
"stunting” anak Balita di Sulawesi Barat mencapai 39.7 persen. "Angka ini merupakan
angka yang cukup tinggi di ndamingkan dengan Provinsi lain di Indoensia, sehingga
dipandang perlu untuk memberikan perhatian khusus untuk mengantipasi pertambahannya.
"Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan anak, sehingga jika anak
sehat tentu akan menyebabkan jiwanya jugas sehat. Fakta lainnya, tingginya prevalensi
anak stunting telah memposisikan Sulawesi Barat ke dalam lima besar Provinsi masalah
stunting.

Masalah gizi, khususnya anak pendek ,menghambat perkembangan anak muda, dengan
dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Studi yang ada
menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang
buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa.
Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi
orang dewasa yang kurang berpendidikan miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap
penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya
kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan
kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi masalah gizi, khususnya anak pendek, diperlukan aksi lintas sektoral.
Asupan makanan yang tidak memadai dan penyakit — yang merupakan penyebab langsung
masalah gizi ibu

dan anak - adalah karena praktek pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat dan,
penyakit dan infeksi yang berulang terjadi, perilaku kebersihan dan pengasuhan yang

buruk. Pada gilirannya, semua ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya
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pendidikan dan pengetahuan pengasuh anak, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan
yang tidak sehat, keterbatasan akses ke pangan dan pendapatan yang rendah.

Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular Angka Kesakitan dan
Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus
penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus
di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan
prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Jumlah kasus DBD yang masih
tinggi, dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang merupakan
sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun
cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin
intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi
masalah di masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak
menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM),  kardiovaskuler, hipertensi

dan kanker (keganasan) cenderung meningkat.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

GERMAS dilakukan sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Tujuan
GERMAS, antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak
menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan
produktivitas penduduk 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena
meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Prinsip GERMAS, yaitu Kerjasama
multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat;
4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan

Gerakan ini akan dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktifitas fisik,
konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

Kebijakan lainnya adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga,
dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri 1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2)

Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis
51



masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan
total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.

Jaminan kesehatan masih kurang;

Sulawesi Barat bertujuan membuat akses kesehatan yang sama bagi semua penduduknya
dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau kita lihat, saat ini capaian kepesertaan di
Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 65,11 persen.

Kemajuan Sulawesi Barat dalam menyediakan jaminan kesehatan cukup mencengangkan.
Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Barat dan 6 kabupaten bersepakat
untuk mewuudkan Universal Health Coverage. Namun hal ini masih mengalami kesulitan
karena keterbasan anggaran daerah. Kontribusi terbesar dari jaminan kesehatan di Provinsi
Sulawesi Barat adalah orang miskin dan yang paling sedikit adalah para pekerja Non
formal melalui JKN Mandiri. Harusnya para pekerja mandiri bisa lebih banyak ikut agar
bisa subsidi silang dalam konteks biaya.

Ada dua alasan untuk mengikutsertakan masyarakat miskin dalam jaminan kesehatan
nasional. Yang pertama, hal ini memenuhi hak konstitusi. Yang kedua, untuk kebijakan
kesehatan nasional, penting untuk memastikan kesehatan masyarakat miskin. Kalau kita
lihat faktor-faktor yang membuat indikator kesehatan Indonesia buruk itu adalah
masyarakat miskinnya. Kontribusi masyarakat miskin yang berada di 20% terendah pada
indikator kesehatan nasional Indonesia itu tiga sampai empat kali dibanding masyarakat
non-miskin. Kalau kita ingin cepat meningkatkan angka nasional kita yang buruk, yang
kita perlu naikkan adalah aksesibilitas kesehatan kesehatan bagi masyarakat miskin agar
jumlah mereka yang berkontribusi tiga sampai empat kali itu akan cepat turun.

Skema partisipasi ini akan menjadi wajib bagi semua masyarakat dan semua turut
membayar. Bagi masyarakat miskin, maka yang membayar adalah negara. Kalau seluruh
masyrakat ikut serta dalam skema jaminan kesehatan nasional tetapi dari yang swasta
belum ikut, maka mereka dari pihak swasta juga akan ikut serta karena tekanan dari sistem
atau pasar. Estimasi kita pada tahun 2019 cakupan jaminan kesehatan nasional akan
mencapai sebesar 90%.

Pelayanan yang diberikan kepada yang miskin dan tidak miskin adalah sama dan

mencakupi segala jenis penyakit dari panu sampai penyakit jantung. Yang berbeda adalah
52



pelayanan tambahan, misalnya apakah mau kamar dengan penyejuk ruangan atau tidak.
Namun, orang yang di kelas tiga sekalipun mau operasi jantung terbuka tidak masalah. Hal
ini menyebabkan pengeluaran biaya oleh BPJS menjadi sangat besar karena kemurahan
hati pemerintah. Namun ini resiko dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh
karena itu perlu ada subsidi silang dan kelompok produktif yang belum ikut serta dalam
BPJS harus ikut.

Akses terhadap sanitasi yang layak.

Keadaan sanitasi dan higiene, khususnya kebiasaan buang air besar dan cuci tangan pakai
sabun, telah terbukti secara meyakinkan berpengaruh terhadap stunting., Data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi stanting keluarga
dengan kondisi sanitasi memadai (menggunakan jamban sehat) sebesar 23,9%, sedangkan
untuk keluarga dengan kondisi sanitasi buruk (tidak menggunakan jamban atau
menggunakan jamban tidak sehat) sebesar 35,5%. Dari sisi perilaku pengolahan air di
rumah tangga, prevalensi stanting keluarga yang menggunakan air diolah sebesar 27,3%
sedangkan keluarga yang menggunakan air tidak diolah sebesar 38,0%.

Pemerintah Pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, telah menetapkan target akses universal di tahun 2019 yaitu tercapainya 100%
akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak yang kemudian
menjadi Gerakan 100-0-100.

Target tersebut bertujuan mewujudkan lingkungan permukiman yang baik yang berdampak
pada peningkatan kesehatan masyarakat. Masalah sanitasi bukanlah masalah pembangunan
infrastruktur semata, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat.
Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi
kebutuhan, dilihat dari masih banyak ditemuinya praktek buang air besar (BAB) di
sembarang. Terkait upaya mencapai 100% akses sanitasi layak di Indonesia. Peran aktif
pemerintah daerah dan stakeholder lainnya sangat penting untuk mencapai target akses
sanitasi layak

Untuk kelancaran dan keberhasilan program tersebut, diperlukan keterlibatan beberapa
pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya
adalah peran serta masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang

telah terbangun. Sanitasi membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Peran
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serta para pemangku kepentingan lainnya dalam hal penyediaan lahan, penganggaran biaya
operasional dan pemeliharaan, penyiapan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM), serta pendampingan dan pengawasan terhadap keberlanjutan infrastruktur sanitasi
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4 TUJUAN DAN SASARAN
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
411 Tujuan

Dalam upaya mencapai Vvisi “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat yang
Maju dan Mala’biq” dan salah satu misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya
Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya Provinsi Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa
tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah
perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja

selama lima tahun.
4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan
menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran
adalah Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia

yang tinggi dengan indikator sasaran sebagai berikut :

A. Meningkatnya derajat Kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang

tinggi dengan indicator sasaran sebagai berikut :
1. Angka Harapan Hidup
2. Persentase Balita Gizi Buruk

B. Meningkatnya Kualitas Kesehatan, dengan indicator sasaran sebagai berikut :
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24,
25.

. Angka Kematian Ibu

. Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak

. Regionalisasi Rujukan

. Jumlah RSUD yang terakreditasi

. Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi

. Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
. Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup / Angka kematian bayi
. Angka kelangsungan hidup bayi

. Angka kematian balita

. Angka kematian neonatal

. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

. Cakupan pelayanan anak balita

. Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI

. Persentase Anak Baduta dengan stunting

. Persentase Kabupaten dengan keberhasilan Pengobatan TB > *80%
. Prevalensi HIV

. Jumlah Kabupaten / Kota dengan eliminasi malaria

. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

. Penderita diare yang ditangani

. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam
Persentase Penggunaan Obat Rasional

Pengawasan obat dan makanan
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26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Persentase pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang terlatih

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan
NAPZA

Jumlah Institusi yang mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)

Jumlah Desa/Kel yang stop BABS
Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat kesehatan
Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan

Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan

Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

Jumlah Dokumen Kkebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi
Pembangunan kesehatan yang Berkualitas

Jumlah desa yang difasllitasi Gerakan Sulbar Marasa

Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota Menyusun Profil Kesehatan
Persentase Kabupaten/ Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai kesehatan

Jumlah Orang yang di donor

Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di Labkesda
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Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Menl_ngkatkan Meningkatnya derajat
Kualitas SDM Kesehatan dalam
1 | Yang terdidik, : . Angka Harapan Hidup 64.75 | 65.59 | 66.33 | 66.97 | 67.55 | 67.55
mewujudkan kualitas
Sehat dan manusia yang tinggi
Berbudaya yang tingg
Persentase Balita Gizi Buruk 23.23 | 21.03 | 18.83 | 16.63 | 14.43 | 12.23
. Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak 0 0 1 0 1 0
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Regionalisasi Rujukan 0 0 1 0 1 0
Jumlah RSUD yang terakreditasi 2 1 1 1 1 1
Jumlah Kecamatan yang _mer_mllkl 1 12 10 10 10 10
puskesmas yang terakreditasi
Jumlah absolut angka kematian ibu 47 42 37 32 97 99

melahirkan per kelahiranhidup
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Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran

Hidup / Angka kematian bayi 379 337 316 257 198 148

Angka kelangsungan hidup bayi 985 992 993 994 995 997
Angka kematian balita 10 10 9 8 7 7
Angka kematian neonatal 11 11 11 11 10 10
Cakupan komplikasi kebidananyang | 21 a3 | 7301 | 76.02 | 79.03 | 82.04 | 85.05
ditangani ' ' ' ' ' '

Cakupan pelayanan anak balita 815 | 84.72 | 86.94 | 89.2 924 95

Persentase Bayi Usia kurang dari 6

bulan yang mendapat ASI & 60 65 0 ™ 80

Persentase Anak Baduta dengan

i 28.2 27.2 26.2 25.2 24.2 23.2
stunting

Persentase Kabupaten dengan

keberhasilan Pengobatan TB > *80% 16.67 | 83.33 | 100 100 100 100

Prevalensi HIV 0.2 <1 <1 <1 <1 <1

Jumlah Kabupaten / Kota dengan
eliminasi malaria

Cakupan Desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) 7.5 %0 92 i % %8

Persentase anak usia 1 tahun yang

N o 86.41 | 88.16 | 89.91 | 91.66 | 93.42 | 95.17
diimunisasi campak

Cakupan balita pneumonia yang

! . 13.22 | 13.48 | 13.74 14 14.25 | 1451
ditangani
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Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100

Penderita diare yang ditangani 65.1 | 88.71 | 100 100 100 100
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami

KLB yang dilakukan penyelidikan 100 100 100 100 100 100
epidemiologi < 24 jam

Persentase Penggunaan Obat Rasional 60 65 70 75 80 85
Pengawasan obat dan makanan 50 50 50 50 50 50
Rasio dokter per satuan penduduk 0.23| 0.32 0.35 0.37 0.39 0.41

Rasio tenaga medis per satuan

penduduk 0.28 | 0.32 0.35 0.37 0.39 0.41

Persentase pengembangan kompetensi

tenaga kesehatan yang terlatih 60 & 80 8 %0 %

Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan 0 10 10 10 10 10
Jiwa dan NAPZA

Jumlah Institusi yang

mengimplementasikan Kawasan Tanpa 100 50 50 50 50 50
Rokok (KTR)
Jumlah Desa/Kel yang stop BABS 100 50 50 50 50 50

Jumlah Sarana Air Minum (SAM)

. 57581 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
yang memenuhi syarat kesehatan

Jumlah TTU yang memenubhi syarat

556 100 100 100 100 100
kesehatan
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Presentase penduduk yang menjadi
peserta jaminan kesehatan melalui 62.27 70 75 80 85 90
SJSN Bidang Kesehatan

Persentase Kabupaten / Kota yang

memiliki Kebijakan PHBS 17} 33 67 83| 100| 100

Jumlah Dokumen kebijakan
Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi

Pembangunan kesehatan yang 1 . . ' ' '
Berkualitas

Jumlah desa yang difasllitasi Gerakan 0 6 6 6 6 6
Sulbar Marasa

Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota 7 7 7 7 7 7

Menyusun Profil Kesehatan

Persentase Kabupaten/ Kota yang

melaporkan data kesehatan prioritas 66.67 | 83.33 100 100 100 100

Jumlah kunjungan Rawat Jalan di

UPTD Balai kesehatan 7292 | 8450 | 8700 900 | 9300 | 9600

Jumlah Orang yang di donor 0 30 80 120 160 200

Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di

Labkesda 0 50 100 300 500 500
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program
prioritas RPJIMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan
Kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

5.1

Strategi
PELUANG (O) ANCAMAN (T)
FAKTOR 1. Adanya dukungan 1. Provinsi Sulawesi
anggaran dari Barat merupakan
EKSTERNAL Pemerintah Pusat wilayah yang
untuk pembangunan mempunyai zona
Kesehatan rawan bencana
2. Tersedianya Fasilitas | 2.Pola hidup penularan
Kesehatan penyakit yang
Pemerintah dan dipengaruhi oleh
Swasta yang globalisasi dan arus
berkualitas informasi
3. Komitmen 3. Belum optimalnya
Pemerintah Provinsi pemanfaatan
dan kabupaten yang posyandu oleh warga
tinggi dalam masyarakat
pengembangan .
FAKTOR Program Kesehatan | % Kebijakan L
Pelaksanaan akreditasi
INTERNAL 4. Kerja sama antara fasilitas pelayanan
Pemerintah Provinsi, kesehatan
kabupaten dan lintas
sector yang cukup 5. Adanya tuntutan
baik di bidang masyarakat terhadap
Kesehatan kemudahan akses
pelayanan kesehatan
5. Dukungan organinasi di puskesmas dan
Profesi dan Asosiasi jaringannya, dan
Dinas Kesehatan dan peningkatan kualitas
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Rumah Sakit pelayanan di RSUD
KEKUATAN (S) ALTERNATIF ALTERNATIF
.. STRATEGI (SO STRATEGI (ST
1. Terdapat minimal 1 (50) (ST)
puskesmas di tiap Optimalisasi koordinasi | 1. Membangun
kecamatan dalam peningkatan kualitas standarisasi kualitas
- pelayanan kesehatan layanan dan
2. Tsrdapﬁt ml:n'?.al 1| gifasilitas Pelayanan menjamin
umah sakit di kesehatan sesuai standar peningkatan
setiap Kabupaten kepuasan
3. Tersedianya sarana masyarakat

prasarana, pedoman,
petunjuk teknis dan
standar operasional
prosedur

4. Adanya regulasi yang
mendukung program
kesehatan

5. Penetapan Kebijakan
Regionalisasi Utara
dan Selatan

KELEMAHAN (W)

1. Terbatasnya tenaga
kesehatan yang
terlatih tata laksana
program kesehatan

ALTERNATIFSTRATEGI
(WO)

Mengoptimalkan dan

sinkronisasi perencanaan

ALTERNATIFE
STRATEGI (WT)

1. Meningkatkan upaya
peningkatan

2. Perencanaan dan Kesehatan Ibu dan
pemantfaatan dan pemanfaatan perbaikan Gizi
anggaran di masyarakat
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g;;krg::nas belum anggaran 2. Men_ingkatkan
3. Belum  optimalnya kualitas Sumbgr
upaya Daya Manusia
promotif dan Kesehatan
preventif di 3. Meningkatkan
puskesmas efektivitas dan
4. Beberapa jenis efisiensi kinerja
ketenagaan melalui perencanaan
SDM Kesehatan program dan
belum terpenUhi kegiatan
jumlah nya di Rumah
Sakit, puskesmas,
dan
jaringannya
5. Kasus Kematian Ibu
dan Bayi yang masih
cukup tinggi
6. Masih adanya kasus
gizi
7. Puskesmas belum
memenuhi  standar
sesuai Permenkes 75
Tahun 2014
8. Terbatasnya tebnaga
kesehatan yang
terlatin tata kelola
Program Kesehatan
9. Baru terdapat 1
Puskesmnas yang
terakreditasi
SASARAN INDIKATOR ALTERNATIFE STRATEGI
STRATEGI
Meningkatnya 1. Angka 1. Mengoptimalkan dan 1. Meningkatkan
derajat Kesehatan Harapan sinkronisasi perencanaan akses layanan
dalam Hidup dan pemanfaatan kesehatan dengan
mewujudkan anggaran upaya promotif,

kualitas manusia

yang tinggi

2. Persentase
Balita Gizi
Buruk

2. Meningkatkan upaya
promotif dan preventif
melalui pemberdayaan
masyarakat dalam
rangka penanganan

preventif melalui
pemberdayaan
masyarakat
dukungan
anggaran
pemerintah pusat,

64




masalah kesehatan

3. Optimalisasi koordinasi
dalam peningkatan
kualitas pelayanan
kesehatan di fasilitas
Pelayanan kesehatan
sesuai standar

4. Membangun standarisasi
kualitas layanan dan
menjamin peningkatan
kepuasan masyarakat
menuju masyarakat
Sehat dan Malagbi

provinsi dan
kabupaten serta
dukungan dana
CSR)

. Membangun

standarisasi
kualitas layanan
dan menjamin
peningkatan
kepuasan
masyarakat

5.2

Kebijakan
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SS1. Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

SS2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

)

wn

8 w SS3.Meningkatnya

O > [standarisasi kualitas | SS4.Meningkatknya SS5. Meninakatrva SS7.Meningkatkan

E § layanan dan upaya peningkatan kuz;llitas ngbe?/ SS6.Meningkatnya |efektivitas dan

3:' E menjamin Kesehatan Ibu dan Dava Manusia Indeks Kesehatan |efisiensi kinerja

Zx peningkatan perbaikan Gizi ¥ Keluarga melalui perencanaan

o w Kesehatan :

u a kepuasan masyarakat program dan kegiatan

E masyarakat

I

= w | SS8.Tersedianya . SS11.Terwujudnya SS12 Terlaksananya

2 2 Tenaga dan SS9.Meningkatnya SS10.Menurunannya| masyarakat yan Pengelolaan

O . g Akses masyarakat T y ¥ ¥ g_ Anggaran kesehatan

& ¥ | Fasilitas Kesehatan Prevalensi Penyakit | sehat dan Malagbi

O w . ke Sarana . : yang akuntabel dan

> 0 Pemerintah dan Menular dan Tidak | melalui Pendekatan

rx Pelayanan . | Pengeloaan Data dan

< W Swasta yang Menular Program Indonesia .

0 o g Kesehatan Informasi yang
berkualitas Sehat .

-~ berkualittas
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Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi . | “Sulawesi Barat Maju dan Malagbi”.
Misi : | Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan | 1 Meningkatnya derajat 1  Meningkatnya standarisasi kualitas | 1 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan
Kualitas SDM Kesehatan dalam mewujudkan layanan dan menjamin peningkatan Rumah Sakit dan pemantauan
Yang terdidik, kualitas manusia yang tinggi kepuasan masyarakat Implementasinya secara berkala
Sehat dan
Berbudaya

2 Perencanaan dan Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan berbasis
kebutuhan
2 Meningkatnya kualitas Sumber 3 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan melalui sertifkasi dan Pelatihan
3 Meningkatknya upaya peningkatan | 1 Pendampingan lIbu Hamil dan Bayi
Kesehatan Ibu dan perbaikan Gizi beresiko melalui Aplikasi Mala'bi
masyarakat
2 Fasilitasi PMBA
3 Peningkatan kapasitas P4K
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2 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan

Meningkatnya Indeks Kesehatan
Keluarga

Membudayakan pola konsumsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang dan
aman

Optimalisasi Pelaksanaan Program PIS
PK

Meningkatnya akses masyarakat ke
Sarana Pelayanan Kesehatan

Pembayaran luran Jaminan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin dan
Kelompom tertentu

Menurunannya Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak Menular

Pemberian imunisasi bayi dan balita

Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan penyakit tidak
menular

Terwujudnya masyarakat yang
sehat dan Malagbi melalui
Pendekatan Program Indonesia
Sehat

Fasilitasi Desa Marasa

Pemicuan Jamban Sehat

Pengembangan Desa Sehat

Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi kinerja melalui
perencanaan program dan kegiatan

Penyusunan perencanaan program dan
kegiatan yang optimal

Pengelolaan Data dan Infotmasi
Kesehatan yang akuntabel
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6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN



BAB VI

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 dijabarkan sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kineja

. S pada Akhir

Bidang Urusan Kondisi Kinerja Periode RPIMD
Pemerintahan dan Indikator Kinerja - pada Awal 2018 2019 2020 2021 2022 (2022)
Program Prioritas Program (Outcome) RPJMD (Tahun

Pembangunan 2017)

Target Target Target Target Target Target
2 3 4 5 8 10 12 14 16 18
Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib
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Program
Pengadaan,
peningkatan sarana
dan Prasarana
rumah sakit/Rumah
sakit Jiwa/Rumah
Sakit paru-
paru/Rumah sakit
mata
Jurplah rumah sakit Unit 0 0 1 0 1 0 5
keliling
:]umlah rumah sakit unit 0 0 1 0 1 0 5
ibu dan anak
Regionalisasi Rujukan | Unit 0 2 2 1 1 1 7
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah RSUDyang | ) 2 1 1 1 1 1 7
terakreditasi
Jumlah Kecamatan
yang memiliki
Puskesmas Kecamatan 1 14 10 10 10 10 55
terakreditasi
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Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin

Persentase

95,24

96

96,5

97

97,5

98

98

Program
Peningkatan
keselamatan lbu
Melahirkan dan
Anak

Jumlah absolut angka
kematian ibu
melahirkan per
kelahiran

hidup

Orang

47

42

37

32

27

22

22

Jumlah Kematian Bayi
per Kelahiran Hidup /
Angka kematian bayi

Orang

379

337

316

257

198

148

148

Angka kelangsungan
hidup bayi

Bayi

985

992

993

994

995

997

997

Angka kematian balita

Orang

10

10

Angka kematian
neonatal

Orang

11

11

11

11

10

10

10

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani

Persentase

71,83

73,01

76,02

79,03

82,04

85,05

85,05
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Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

Persentase

79,2

81

82

83

84

85,75

85,75

Cakupan kunjungan
bayi

Persentase

86,98

91,14

92,28

93,42

94,56

95,7

95,7

Cakupan kunjungan
Ibu hamil K4

Persentase

74,5

78

81

84

87

90

90

Cakupan pelayanan
nifas

Persentase

82,3

84,18

86,05

87,9

89,8

91,7

91,7

Cakupan neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani

Persentase

94

94

94

94,5

95

95

95

Cakupan pelayanan
anak balita

Persentase

81,5

84,72

86,94

89,2

92,4

95

95

Program perbaikan
gizi Masyarakat

Persentase Bayi Usia
kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI

Persentase

75

60

65

70

75

80

80
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Persentase Anak
Baduta dengan
stunting

Persentase

28,2

27,2

26,2

25,2

24,2

23,2

23,2

Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit

Persentase
Kabupaten dengan
keberhasilan
Pengobatan TB >
80%

Persentase

16,67

83,33

100

100

100

100

100

Prevalensi HIV

Persentase

0,2

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Jumlah Kabupaten /
Kota dengan eliminasi
malaria

Kab/Kota

Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

Persentase

77,5

90

92

94

96

98

98

Persentase anak usia
1 tahun yang
diimunisasi campak

Persentase

86,41

88,16

89,91

91,66

93,42

95,17

95,17
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Cakupan balita
pneumonia yang
ditangani

Persentase

13,22

13,48

13,74

14,00

14,25

14,51

14,51

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
DBD

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Penderita diare yang
ditangani

Persentase

65,1

88,71

100

100

100

100

100

Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Program obat dan
perbekalan
kesehatan

Persentase
Penggunaan Obat
Rasional

Persentase

60,00

65

70

75

80

85

85

Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
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Pengawasan obat dan
makanan Sarana 50 50 50 50 50 50 50
Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Rasio dokter per Orang 0,23 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,41
satuan penduduk
Rasio tenaga medis | 0 0,23 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,41
per satuan penduduk
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Puskesmas
yang
menyelenggarakan Unit 21 5 5 5 5 5 46
Upaya Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
Jumlah Institusi yang
mengimplementasikan | ;. 0 10 10 10 10 10 50
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)
Program
pengembangan
Lingkungan Sehat
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Jumlah Desa/Kel
yang stop BABS

Desa

100

50

50

50

50

50

350

Jumlah Sarana Air
Minum (SAM) yang
memenuhi syarat
kesehatan

Unit

57.531

8.000

10.000

10.000

10.000

10.000

105.531

Jumlah TTU yang
memenuhi syarat
kesehatan

Unit

556

100

100

100

100

100

1.056

Program Jaminan
kesehatan

Presentase penduduk
yang menjadi peserta
jaminan kesehatan
melalui SJSN Bidang
Kesehatan

Persentase

67,27

70

75

80

85

90

90

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Persentase
Kabupaten / Kota
yang memiliki
Kebijakan PHBS

Persentase

17

33

67

83

100

100

100

Program Kebijakan
dan manajemen
Pembangunan
Kesehatan
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Jumlah Dokumen
kebijakan
Perencanaan,
Anggaran dan
Evaluasi
Pembangunan
kesehatan yang
Berkualitas

Dokumen

14

19

Jumlah desa yang
difasllitasi Gerakan
Sulbar Marasa

Desa

30

Program
pengembangan
Sistem Informasi
kesehatan

Jumlah Provinsi dan
kabupaten/kota
Menyusun Profil
Kesehatan

Provinsi dan
kabupaten/kota

Persentase
Kabupaten/ Kota yang
melaporkan data
kesehatan prioritas

Persentase

66,67

83,33

100

100

100

100

100
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Program pelayanan
Kesehatan
perorangan

Jumlah kunjungan

Rawat Jalan di UPTD | Orang 7292 8450 8700 9000 9300 9600 9600

Balai kesehatan

j“m'ah Orangyang di | o g 0 30 80 120 160 200 200
onor

Jumlah Pemeriksaan

sampel/sediaan di Sampel 0 50 100 300 500 500 500

Labkesda
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i KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

ici L. . Kondisi
Kondisi | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- Kinerja
. . Kinerja
N Indikator Tujuan / Pada
0 Pada Awal ;
Sasaran . Akhir
Periode 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | periode
RPJMD RPIMD
1 | Angka Harapan Hidup 64.75 64.75 | 65.59 | 66.33 | 66.97 | 67.55 | 67.55 | 67.55
2 Efm?tase Balita Gizi | 5355 | 2323 |21.03| 18.83 | 16,63 | 14.43 | 1223 | 12.23
Jumlah Rumah Sakit
8 Ibu dan Anak 0 0 0 1 0 1 0 0
4 | Regionalisasi Rujukan 0 0 0 1 0 1 0 0
5 | Jumlah RSUD yang 2 2 1 1 1 1 1 1
terakreditasi
Jumlah Kecamatan
g | Yang memiliki 1 1 12 | 10 10 10 10 10
puskesmas yang
terakreditasi
Jumlah absolut angka
7 | kematian ibu 47 47 | 42 | 37 32 27 22 22
melahirkan per
kelahiran hidup
Jumlah Kematian
8 | Bayi per Kelahiran 379 379 337 316 257 198 148 148

Hidup / Angka
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kematian bayi

Angka kelangsungan
hidup bayi

985

985

992

993

994

995

997

997

10

Angka kematian balita

10

10

10

11

Angka kematian
neonatal

11

11

11

11

11

10

10

10

12

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani

71.83

71.83

73.01

76.02

79.03

82.04

85.05

85.05

13

Cakupan pelayanan
anak balita

81.5

81.5

84.72

86.94

89.2

924

95

95

14

Persentase Bayi Usia
kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI

75

75

60

65

70

75

80

80

15

Persentase Anak
Baduta dengan
stunting

28.2

28.2

27.2

26.2

25.2

24.2

23.2

23.2

16

Persentase Kabupaten
dengan keberhasilan
Pengobatan TB >
*80%

16.67

16.67

83.33

100

100

100

100

100

17

Prevalensi HIV

0.2

0.2

<1

<1

<1

<1

<1

<1

18

Jumlah Kabupaten /
Kota dengan eliminasi
malaria

19

Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

77.5

77.5

90

92

94

96

98

98

20

Persentase anak usia 1
tahun yang
diimunisasi campak

86.41

86.41

88.16

89.91

91.66

93.42

95.17

95.17

21

Cakupan balita
pneumonia yang
ditangani

13.22

13.22

13.48

13.74

14

14.25

1451

1451

22

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
DBD

100

100

100

100

100

100

100

100

23

Penderita diare yang
ditangani

65.1

65.1

88.71

100

100

100

100

100

24

Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24
jam

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Persentase

60

60

65

70

75

80

85

85
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Penggunaan Obat
Rasional

26

Pengawasan obat dan
makanan

50

50

50

50

50

50

50

50

27

Rasio dokter per
satuan penduduk

0.23

0.23

0.32

0.35

0.37

0.39

0.41

0.41

28

Rasio tenaga medis
per satuan penduduk

0.28

0.28

0.32

0.35

0.37

0.39

0.41

0.41

29

Persentase
pengembangan
kompetensi tenaga
kesehatan yang
terlatih

60

60

75

80

85

90

95

95

30

Jumlah Puskesmas
yang
menyelenggarakan
Upaya Kesehatan
Jiwa dan NAPZA

10

10

10

10

10

10

31

Jumlah Institusi yang
mengimplementasikan
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)

100

100

50

50

50

50

50

50

32

Jumlah Desa/Kel yang
stop BABS

100

100

50

50

50

50

50

50

33

Jumlah Sarana Air
Minum (SAM) yang
memenuhi syarat
kesehatan

57581

57581

8000

10000

10000

10000

10000

10000

34

Jumlah TTU yang
memenuhi syarat
kesehatan

556

556

100

100

100

100

100

100

35

Presentase penduduk
yang menjadi peserta
jaminan kesehatan
melalui SJSN Bidang
Kesehatan

62.27

62.27

70

75

80

85

90

90

36

Persentase Kabupaten
/ Kota yang memiliki
Kebijakan PHBS

17

17

33

67

83

100

100

100

37

Jumlah Dokumen
kebijakan
Perencanaan,
Anggaran dan
Evaluasi
Pembangunan
kesehatan yang
Berkualitas

14

14

38

Jumlah desa yang
difasllitasi Gerakan
Sulbar Marasa
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39

Jumlah Provinsi dan
kabupaten/kota
Menyusun Profil
Kesehatan

40

Persentase
Kabupaten/ Kota yang
melaporkan data
kesehatan prioritas

66.67

66.67

83.33

100

100

100

100

100

41

Jumlah kunjungan
Rawat Jalan di UPTD
Balai kesehatan

7292

7292

8450

8700

900

9300

9600

9600

42

Jumlah Orang yang di
donor

30

80

120

160

200

200

43

Jumlah Pemeriksaan
sampel/sediaan di
Labkesda

50

100

300

500

500

500
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8 PENUTUP



BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Povinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang
berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator Kinerja diharapkan
mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat
selama kurun waktu 5 tahun.

Adanya perubahan kebijakan yaitu Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu adanya penyusunan dan penyesuaian dokumen
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 yang telah
disusun ini diharapkan bermanfaat untuk penjabaran dokumen RPJMD dalam rangka
pelaksanaan program dolders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur
keberhasilan dalam bidang kesehatan.

Demikian dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka
mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesehatan di

Provinsi Sulawesi Barat.

83






Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

K°“dd ‘I\(mcirja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Satuan RP‘:JaMIa) (Tv; :un
2017) Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
| | Target Rupiah ( Juta) Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah
1) (2) (4) (5) (5) (6) (5) (10) (5) (10) 9 (10) (1) (12)
Meningkatkan kualitas Terlaksananya pengelolaan
'SDM yang terdidik A:ggaral: Kasophalanlyang . N PProkgram Pelayanan Administrasi Tersedianya pelayanan administrasi 1 4 4,091,369,996 2,374,245,000 2,371,245,000 2,374,245,000 1 2,374,245,000
sehat dan Berbudaya akuntabel dan Pengelolaan data erkantoran perkantoran
dan Informasi yang berkualitas
-1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 383,585,000 12 Bulan 169,735,000 12 Bulan 169,735,000/ 12 Bulan 169,735,000( 12 Bulan 169,735,000
-1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 221,380,000 12 Bulan 384,670,000 12 Bulan 384,670,000 12 Bulan 384,670,000 12 Bulan 384,670,000
-1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
dan/Penerangan Bangunan Kantor
-1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar | Terlaksananya rapat koordinasi ke luar 1 Tahun 1 Tahun 309,270,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000
daerah daerah
-1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 200,606,000 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 90,000,000
-1 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman di 12 Bulan 12 Bulan 140,085,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
kantor
-1 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan 12 Bulan 12 Bulan 114,800,000 12 Bulan 86,800,000 12 Bulan 86,800,000 12 Bulan 86,800,000 12 Bulan 86,800,000
Kerja
-1 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Tersedianya Jasa Publikasi Mesdia 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000
Cetak
-1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam | Terlaksananya rapat koordinasi ke 6 Kab 6 Kab 255,000,000 6 Kab 320,000,000 6 Kab 320,000,000 6 Kab 320,000,000 6 Kab 320,000,000
daerah dalam daerah
-1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Service dan Izin Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 127,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000
kendaraan Dinas/Operasional
-1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 1,030,040,000 12 Bulan 35,040,000 12 Bulan 35,040,000 12 Bulan 35,040,000 12 Bulan 35,040,000
Perkantoran
-1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 270,600,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
penggandaan
-1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 Bulan 12 Bulan 32,999,996 12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 75,000,000{ 12 Bulan 75,000,000
Perundang-undangan Pengumuman Lelang
-1 Penyediaan Jasa Pendukung / Tenaga Terpenuhinya honor tenaga kontrak 12 bulan 12 bulan 100,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000
Administrasi
-1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12 Bulan 826,004,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000
dan Listrik air dan listrik
Meningkatkan kualtas Terlaksananya pengelolaan
SDM yang terdidik Anggaran Kesehatan yang .| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Tersedianya Operasional Mobil 1 1 532,120,000 1,354,910,000 1,354,910,000 1,354,910,000 . 1,354,910,000
akuntabel dan Pengelolaan data Aparatur Jabatan
sehat dan Berbudaya N "
dan Informasi yang berkualitas
-l 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Tah 1 Tahun 1 Tahun 90,710,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000
Operasional Operasinal ahun
-l 2 Pemeliharaan Rutin / berkala sarana dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Bulan 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 120,000,000
prasarana Laboratorium Laboratorium yang Terstandar
-l 2 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Paket 2 Paket 2 Paket 70,910,000 2 Paket 124,910,000 2 Paket 124,910,000 2 Paket 124,910,000 2 Paket 124,910,000
Kesehatan Provinsi dan UPTD IFP
-l 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan Sarana dan 1 Tahun 1 Tahun 100,250,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 300,000,000
Tahun
Prasarana Aparatur
-l 2 Peralatan dan Kantor | T Kegiatan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
UPTD Balai Layanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan
-1 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perengkapan Gedung Paket 1 Paket 1 Paket 100,250,000 1 Paket 450,000,000 1 Paket 450,000,000 1 Paket 450,000,000 1 Paket 450,000,000
kantor
-l 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Tahun 1 Tahun 1 Tahun 90,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000
u
Meningkatkan kualitas Terlaksananya pengelolaan 0| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian dinas bagi 100% 100% 305,000,000 100% 320,250,000 100% 336,262,500 0 353,075,625 0 370,729,406
g Anggaran Kesehatan yang pegawai
SDM yang terdidik
sehat dan Berbudaya akuntabel dan Pengelolaan data
a: dan Informasi yang berkualitas
0] 3 Pengadaan mesin / Kartu absensi Tersedianya mesin absensi Paket 1 50,000,000 1 52,500,000 1 56,125,000 1 57,881,250 1 60,775,313
of 3 Pembuatan Atribut PNS Tersedianya Atribut Untuk pegawai Paket 180 75,000,000 180 78,750,000 180 82,687,500 180 86,821,875, 180 91,162,969




Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Pasang 180 180,000,000 180 189,000,000 180 198,450,000 180 208,372,500 180 218,791,125
Perlengkapannya Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kedaerahan Tersedianya Pakaian Daerah Pasang 180 180,000,000 180 189,000,000 180 198,450,000 180 208,372,500 180 218,791,125
Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Tersedianya Pakaian OLahraga beserta | Pasang 180 180,000,000 180 189,000,000 180 198,450,000 180 208,372,500 180 218,791,125
Perlengkapannya Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian khusus Beserta  |Pasang 180 180,000,000 180 189,000,000 180 198,450,000 180 208,372,500 180 218,791,125
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber terselenggaranya proses belajar 1 1 140,825,003 1 225,000,000 1 225,000,000 = 225,000,000 - 225,000,000
Meningkatkan kualitas Terlaksananya pengelolaan Daya Aparatur mengajar
s Anggaran Kesehatan yang
SDM yang terdidik
sehat dan Berbudaya akuntabel dan Pengelolaan data
dan Informasi yang berkualitas
Workshop Penyususnan ABK Terlaksananya Workshop ABK Orang 30 30 100,000,000 30 100,000,000 30 100,000,000 30 100,000,000 30 100,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Peningkatan SDM yang ikut | Tahun 1 Tahun 1 Tahun 40,825,003 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000
Program rencana kerja dan 1 1 255,201,000 1 407,811,400 1 407,811,400 - 407,811,400 - 407,811,400
Meningkatkan kualitas Terlaksananya pengelolaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
o Anggaran Kesehatan yang Keuangan
SDM yang terdidik
sehat dan Berbudaya akuntabel dan Pengelolaan data
dan Informasi yang berkualitas
Penyusunan LAKIP dan LPPD Tersedianya laporan Lakip Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000{ 1 Dokumen 25,000,000
okumen
Laporan Tersedi LPJ Bulanan Bendahara 12 Dokumen 12 Dokumen 30,000,000| 12 Dokumen 45,000,000f 12 Dokumen 45,000,000( 12 Dokumen 45,000,000( 12 Dokumen 45,000,000
Bulanan Bendahara Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Bimbingan Teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000{ 1 Dokumen 20,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Keuangan Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Tersusunnya dokumen perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 18,308,000 1 Dokumen 20,223,400 1 Dokumen 20,223,400 1 Dokumen 20,223,400 1 Dokumen 20,223,400
Keuangan dan anggaran (RKA) Tahun N+1 Dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Tersusunya RKA-P/ DPPA SKPD Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 18,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000{ 1 Dokumen 30,000,000
okumen
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000{ 1 Dokumen 25,000,000
Dokumen
semesteran
Laporan Te LKPJ SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000{ 1 Dokumen 30,000,000
Pertanggungjawaban SKPD Dokumen
Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tersedianya Realisasi Keuangan serta 100 Persen 100 Persen 30,000,000 100 Persen 60,000,000 100 Persen 60,000,000 100 Persen 60,000,000{ 100 Persen 60,000,000
Terkoordinasinya Pelaksanaan Program Persen
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tersedianya Renja SKPD Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000{ 1 Dokumen 25,000,000
okumen
Penyusunan RKA/ DPA SKPD Tersusunnya RKA / DPA SKPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 18,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Terlaksananya Koordinasi atas LHP 60 Orang 60 Orang 30,893,000 60 Orang 77,588,000 60 Orang 77,588,000 60 Orang 77,588,000/ 60 Orang 77,588,000
Hasil Pemeriksaan Keuangan Dinkes Prov. Sulbar Orang
Meningkatkan kualitas . " Program pengadaan, peningkatan sarana
SDM yang terdidik Memnz::r:‘yaa‘al’(‘ualltas dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
sehat dan Berbudaya ji sakit p: sakit mata
Jumlah rumah sakit keliling 1 10,850,000,000 1 4,500,000,000
Penyusunan Fisibility / Kelayakan Study Tersedianya dokumen Dokumen - - - 1 150,000,000 - - 1 150,000,000 - -
Pengadaan Rumah Sakit Keliling Tersedianya rumah sakit keliling Unit - - - 1 3,850,000,000 - - 1 4,350,000,000 - -
Jumlah rumah sakit ibu dan Anak Unit 1 700,000,000 7,000,000,000 - - 1 8,000,000,000 - -
Penyusunan Fisibility / Kelayakan Study Tersedianya dokumen Dokumen - 1 700,000,000 - - - 1 500,000,000 - -
Pembangunan Rumah Sakit ibu dan Anak Terbangunnya rumah sakit ibu dan
* ’ " anak o o Unit - - - 1 7,000,000,000 - - 1 7,500,000,000 - -
Regionalisasi Rujukan Unit e 2| 1,000,000,000 2| 1,100,000,000 1 1,200,000,000 1 1,300,000,000| 1 1,400,000,000
Pengadaan Sistem Informasi Rujukan ;;’usk?f"ya Aplkasi Sisterm Infomasi | gy - 1 110,000,000 1 125,000,000 1 135,000,000 1 150,000,000 1 160,000,000
Workshop Sistem Informasi Rujukan jumlah perserta Workshop Sistem
Informasi Rujukan Orang - 30 115,000,000 30 125,000,000 30 135,000,000/ 30 150,000,000 30 160,000,000
Pertemuan Sister Hospital Dalam Pemenuhan | jumlah perserta pertemuan sister
Tenaga Spesialistik di Rumah Sakit Hospital Dalam Pemenuhan Tenaga Orang - 30 110,000,000 30 125,000,000 30 135,000,000 30 150,000,000 30 160,000,000

Spesialistik di Rumah Sakit




Workshop Penguatan SPGT

jumlah perserta Penguatan SPGT

Orang 30 115,000,000 30 125,000,000 30 130,000,000 30 140,000,000 30 150,000,000
Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita | jumlah perserta Penanggulangan
Gawat Darurat (PPGD) Penderta Gavit Darurat (PPGD) Orang 30 125,000,000 30 125,000,000 30 140,000,000 30 140,000,000 30 150,000,000
Visitasi rumah sakit rujukan tersedianya laporan Visitasi rumah sakit
jukan Dokumen 1 50,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000
Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Rujukan | tersedianya laporan monev
Regonalsasi Rujukan Dokumen 1 50,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000
Jumllah RS dibina sarana prasarana &
Pelaksanazn Jejaring Telemedicine peralatan kesehatan RS rujukan regional| - oy o 1 110,000,000 1 115,000,000 1 125,000,000 1 140,000,000 1 150,000,000
& provinsi sesuai standar
Workshop Teknis Regional Maintenace Center | Jumlah peserta Workshop Teknis
(RMIC) sebagai sistem Rujukan SPA di Regional (RMC) sebaga sistem rujukan | Orang 30 110,000,000 30 115,000,000 30 130,000,000 30 135,000,000 30 150,000,000
Fasyankes SPA di Fasyankes
JUTTaTT PSET@ TVOTRSTIOp Ferguatan
Workshop Penguatan Pengampuan Rumah o o - Rumah Sakit dan Orang 30 105,000,000 30 125,000,000 30 130,000,000 30 135,000,000 30 150,000,000
Sakit dan Puskesmas . .
Jumlah RSUD yang terakreditasi 1 2,000,000,000 1 2,178,000,000| 1 2,489,000,000 1 2,803,000,000| 1 3,220,000,000|
Monitoring evaluasi pasca survei akreditasi RS | (©rsedianya Laporan Monitoring Dokumen 1 60,000,000 1 70,000,000 1 74,000,000 1 73,000,000 1 85,000,000
evaluasi pasca survei akreditasi RS
Workshop Pencegahan dan Pengendalian Jumlah peserta workshop Pencegahan
ik (0Pl don? fon feks! (PP) Orang 30 180,000,000 30 200,000,000 30 220,000,000 30 250,000,000 30 275,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan | Tersedianya laporan monev pembinaan
Kesahalzn Rujkan pelayanan kesehatan Rujukan Dokumen 1 60,000,000 1 64,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 90,000,000
Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Sakit Tersedianya laporan visitasi Akreditasi 1 1 1
don Kelas Rumah Sakit Dokumen 60,000,000 64,000,000 70,000,000 1 75,000,000 1 90,000,000
JUTTaTT PSETa TVOTRSTIOp
F\x ‘,’“";:"gzk';e’“bem“ka” BadanPengawas | 1 entukan Badan Pengawas Rumah | Orang 30 100,000,000 30 100,000,000 30 120,000,000 30 150,000,000 30 175,000,000
{‘Jﬁfﬁ\an PESETTE VVOrKSNop Progrant
Workshop Program Pengendalian Resistensi | 5o i Resistensi Anti Mikroba Orang 30 180,000,000 30 200,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 275,000,000
Anti Mikroba (PPRA) "
Pembinaan BLUD Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang dibina Orang 30 80,000,000 30 80,000,000 30 100,000,000 30 150,000,000 30 200,000,000
Workshop Pedoman Keselamatan Pasien Jumiah pese’::’:’:“h"p Pedoman Orang 30 180,000,000 20 200,000,000 20 210,000,000 20 250,000,000 20 275,000,000
Workshop Akreditasi RS dan BLUD F:;’z‘;:‘ ;fjg"a Workshop Akreditasi Orang 30 180,000,000 30 200,000,000 30 210,000,000 30 250,000,000 30 275,000,000
Workshop Pembahasan Laporan insiden Jumiah peserta worksfop pembahasan | 30 180,000,000 30 200,000,000 30 210,000,000 20 250,000,000 20 275,000,000
Pasien laporan insiden pasien
Pelatihan Pemeriksaan Laboratorium infeksi TN PSSrE DatETnan per
ial di Rumah Sakit laboratorium infeksi nosokomial di Orang 30 180,000,000 30 200,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 275,000,000
Bucacke Cotit
Pertemuan Manajemen Rumah Sakit untuk Jumlah peserta pertemuan Manajemen
BLUD Rumah St untk BLUD Orang 30 180,000,000 30 200,000,000 30 210,000,000 30 250,000,000 30 275,000,000
Rapat Koordinasi dalam rangka kontrol internal Jumiah Peserta Rapat Koordinasi
dalam rangka kontrol intemal Orang 30 100,000,000 30 100,000,000 30 180,000,000 30 180,000,000 30 255,000,000
Pencegahan Fraud di Rumah Sakit .
Penceaahan Fraud di Rumah Sakit
Jumlah peserta workshop penyusunan
Workshop Penyusunan Panduan Prakick panduan praklek kedokteran dlincal Orang 3 280,000,000 30 300,000,000 30 310,000,000 30 350,000,000 30 400,000,000
Kedokteran Clinical Patthway di RS .
Pathway di RS
Jumizh Kecamatan yang memiliki | s 1 4,000,000,000 10| 4356000000 10| 4979000000 10| 5607,000000 10 6,441,000,000
Workshop Penguatan Pelayanan Darah PJ;r:\::‘;;‘e;(;r::hvxzsr;;;;eanguamn
bekerjasama Puskesmas, RS dan UTD dalam YV ) Orang 30 250,000,000 30 300,000,000 30 300,000,000 30 350,000,000 30 350,000,000
. Puskesmas, RS dan UTD dalam
mendukung Quickwins Aedebiing
Monev i Quickwins | Tersedi laporan F
RS dan UTD Quickwins Dokumen 1 50,000,000 1 76,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000
implementasi pelaksanaan Quickwins pelayanan | Jumlah peserta Koordinasi LS/LP
plln dalam rangka implementasi Orang 30 50,000,000 30 75,000,000 30 80,000,000 30 85,000,000 30 95,000,000
Pertemuan LS/LP Program pelayanan Jumlah peserta Pertemuan LS/LP
Kosohotom Program pelayanan Kesshatan Orang 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 300,000,000
Workshop Teknis penguatan pencatatan & JUTaT PESETA Warksnop TekmS
penguatan pencatatan & pelaporan Orang 30 350,000,000 30 350,000,000 30 450,000,000 30 550,000,000 30 600,000,000
pelaporan Puskesmas . -
Workshop Penguatan pembinaan puskesmas o N SETTE WOIKSTO FEnguatan
‘ pembinaan puskesmas oleh Dinkes Orang 30 250,000,000 0 250,000,000 30 250,000,000 30 300,000,000 30 450,000,000
oleh Dinkes Provinsi & Dinkes Kabupaten P ient © inbnn f aoe et
Jumlah peserta Workshop penguatan
Workshop penguatan FKTP dalam mendukung | o v otz mendukung keberhasitan Orang 30 250,000,000 30 250,000,000 30 250,000,000 30 300,000,000 30 350,000,000
keberhasilan implementasi JKN
Monev PIS-PK tersedianya Laporan PIS-PK Dokumen 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 75,000,000
Monev dalam rangka Bimtek peni Mutu Laporan y
Vantoe i Kt oo Kesaratan d KInik Pratama Dokumen 1 50,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 75,000,000 1 80,000,000
Penyelenggaran Peniaian FKTP berprestasi | yorsqianya | aporan FKTP berprestasi |~ Pukesmas 1 150,000,000 1 175,000,000 1 175,000,000 1 180,000,000 1 200,000,000

dalam rangka Hari Kesehatan Nasional




Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga

Kemampuan Teknis T;naga Kesehatan

o 50 160,000,000 50 175,000,000 50 175,000,000 50 180,000,000 50 200,000,000
Kesehatan dalam Program Quickwins dalam Program Quickwins g T T
dalam dalam i Orang 30 100,000,000 30 125,000,000 30 125,000,000 30 150,000,000 30 186,000,000
pelayanan Kesehatan Primer pelayanan Kesehatan Primer
" Jumlah peserta Peningkatan
Peningkatan kemampuan Teknis pelayanan
Keschatan Gy & Wit Kemampuan Teknis peeyenan Orang 30 150,000,000 30 150,000,000 30 150,000,000 30 175,000,000 30 180,000,000
kesehatan Gigi & Mulut
kegiatan tim pelayanan Kesehatan bergerak AT T 6 Kab
dalam rangka peningkatan akses pelayanan pelayanan Kesehatan bergerak dalam Kabupaten
Kot 6 doara toaonch. puoataea & |angka peningtan akses pelayanan 6 350,000,000 6 450,000,000 6 500,000,000 6 500,000,000 6 550,000,000
Kanuilanan (NTPKY kesehatan di daerah terpencil,
penanggulangan penderita Gawat Darurat Kemampuan Teknis penanggulangan Kabupaten 6 Kab 6 250,000,000 6 250,000,000 6 250,000,000 6 350,000,000 6 450,000,000
(PPGD) penderita Gawat Darurat (PPGD) - - - - -
6 Kab
Pembinaan Teknis PIS-PK d{;;:;aglge;i’“a‘a"/ Puskesmas yang | - Kabupaten 6 100,000,000 6 150,000,000 6 250,000,000 6 300,000,000 6 350,000,000
Peningkatan Teknis Teknis Kabupaten 6 Kab
Ao EKTP T 6 50,000,000 6 60,000,000 6 60,000,000 6 77,000,000 6 80,000,000
6 Kab
Workshop Tekris Akreditasi FKTP Jumizh peserta Workshop Teknis Kabupaten 6 500,000,000 6 500,000,000 6 750,000,000 6 830,000,000 6 950,000,000
Akreditasi FKTP
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Fic| Jumiah peserta Pertomuan Evaluasi | - Kabupaten fKab 6 160,000,000 6 160,000,000 6 250,000,000 6 250,000,000 6 300,000,000
Pelaksanaan Akreditasi FKTP
peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi  |dalam rangka upaya peningkatan mutu Kabupaten 6 Kab 6 150,000,000 6 150,000,000 6 152,000,000 6 175,000,000 6 180,000,000
FKTP dan pelaksanaan akreditasi FKTP T T T T T
i ; 6Kab
Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Jumiah peserta Rapat Koordinasi Kabupaten a 6 150,000,000 6 150,000,000 6 152,000,000/ 6 175,000,000 6 180,000,000
tradisional Pelayanan Kesehatan tradisional
Pelatihan tenaga kesehatan Tradisional Jumlah peserta Pelatihan tenaga Orang 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 160,000,000
kesehatan Tradisional
Penilaian TOGA Juniah Puskesmas Periaian Toga | PUkESTES 10 50,000,000 10 50,000,000 10 60,000,000 10 60,000,000 10 80,000,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Meningkatkan kualitas | Meningkatnya derajata Kesehatan Melahirkan dan Anak
SDM yang terdidik sehat |dalam mewujudkan kualitas 8,764,000,000 9,544,000,000 10,908,000,000 12,285,000,000) 14,112,000,000)
dan Berbudaya manusia yang tinggi
Jumlah absolut angka kematian ibu
melahirkan per kelahiran Orang g 2 1,000,000,000 37| 1,089,020,000 32| 1,245,000,000 27| 1,402,000,000 2 1,610,000,000
hidup
RAPASTAS PR | Frogram " —
Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Jumiah bidan yang ditingkatkan Bidan 30 175,000,000 " 200,000,000 3 250,000,000 ) 300,000,000 60 350,000,000
Pendampingan [bu Hamil Dalam Rangka Jumlah 1bu Hamil yang mendapatkan Orang 1,000 400,000,000 1,100 450,000,000 1,100 500,000,000 1,300 600,000,000 1,500 740,000,000
Menurunkan Jumlah Kematian lbu pendampingan
Pelatinan Asuhan Persalinan Normal Jumiah Peseta yang mendapatian Bidan £ 200,000,000 2 200,000,000 2 245,000,000 40 245,000,000 50 260,000,000
Pelatihan Antenatal Care Terstandar Jumiah Peserta yang mendapalian Bidan ) 225,000,000 2 239,020,000 50 250,000,000 50 257,000,000 50 260,000,000
punanlkenatanBayipefiaaiiianl| ;50 379 337 1,500,000,000 316|  1,633,530,000 257|  1,866,961,437) 198 2,102,553,301 148 2,415,329,130
Hidup / Angka kematian bayi
Pendampingan Bayi Resiko Tinggi Dalam Jumiah Bayi Resko Tinggi yang Bayi 1,000 800,000,000 1,000 783,530,000 1500 890,000,000 1,500 700,851,100 1,500 805,109,710
Rangka unkan Jumlah Kematian Bayi
Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan | Jumiah Peserta yang mendapatkan | (o 60 500,000,000 60 425,000,000 60 500,000,000 60 700,851,101 60 805,109,710
Dalam Pelayanan Neonatal Esensial pelatihan
Orientasi TIM AMP ( Audt Matemal Perinatal ) :&’;‘f:{::;z’k'a Orientasi dan TIM | ¢, 30 200,000,000 30 425,000,000 30 476,961,437 30 700,851,100 30 805,109,710
Angka kelangsungan hidup bayi Bayi 992 600,000,000} 993 653,412,000} 994, 746,784,575 995) 841,021,320 997 966,131,652|
Screening Hipoteroid Kongenital Bayi Neonatus | Jumlah bayi yang di SHK
Dalem encegah Retardasi Mertal Pada Bayi 1,000 1,000 500,000,000 1,200 553,412,000 1,500 746,784,575 1,500 746,784,575, 1,000 483,065,826
TOT Audit Maternal Perinatal Jumlah peserta yang di latih AMP
Orang 30 100,000,000 30 100,000,000 30 100,000,000 30 150,000,000 30 483,065,826
Angka kematian balita Orang 10 700,000,000 9 762,314,000 8 871,248,671 7 981,191,540 7 1,127,153,504
Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi | Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Intrvensi Dini Tumbuh Kembang Anck meningkat Orang 50 350,000,000 50 381,157,000 50 435,624,335 50 490,595,770 50 563,576,797
Orientasi MTBS Revisi ;;;:9;3';;'3"" Manajamen Terpadu | (o 50 350,000,000 50 381,157,000 30 435,624,336 50 490,595,770 50 563,576,797
Angka kematian neonatal Orang 11 11 1,000,000,000 11| 1,089,026,666 1| 1,245520,978 10| 1401,702,200 10 1,610,219,420




Peningkatan kapasitas petugas dalam
kegawatdaruratan matemal neonatal

Tenaga terlatih pelayanan

Orang 60 350,000,000 50 363,013,333 50 415,760,339 467,234,067 50 536,739,807
kegawatdaruratan maternal neonatal
Monitoring Dan Evaluasi Program Kesehatan Angka Kematian neonatal menurun
Keluarga Dokumen 1 350,000,000 1 363,013,333 1 415,760,339 467,234,067 1 536,739,807
Kolaborasi Lintas Program Dalam Peningkatan | Cakupan Pelayanan ANC meningkat
Kualitas Anc (Anc Terpadu) Orang 40 300,000,000 40 363,000,000 40 414,000,300 467,234,066 40 536,739,806
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani Persentase 72 73 700,000,000 76 762,314,000 871,248,670 981,191,540 85 1,127,153,594|
Evaluasi pelaksanazn Program perencanaan | Cakupan Pelayanan Komplikasi Bidan 60 350,000,000 60 381,157,000 436,624,335 490,595,770 60 563,576,797
Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K) | kebidanan meningkat
Peningkatan Kapasitas nakes dalam Penurunan | Angka kematian ibu menurun
Kematian ibu di Fasiltas Pelayanan Kesehatan Bidan 60 350,000,000 60 381,157,000 435,624,335 490,595,770 60 563,576,797
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki | Persentase 79 81 300,000,000 82 326,706,000 373,392,287 420,510,660 86 483,065,826
kompetensi kebidanan
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Jumlah bidan terlatih
Pembacaan Skor Puji Rohai Bidan 60 300,000,000 60 326,706,000 373,392,287 420,510,660 60 483,065,826
Cakupan kunjungan bayi Persentase 87 9 300,000,000} 92 326,706,000} 373,392,287, 420,510,660 96 483,065,826
i i Pesert:
Pertemuan Koordinasi dalam Peningkatan Jumiah Kunjungan bayi meningkat esera 3 150,000,000 3 326,706,000 373,302,267 420,510,660 3 483,065,826
Cakupan Program Pelayanan Bayi
Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan . Peserta
{enaga pendidik dalam SDIDTK Jumlah Kunjungan bayi meningkat 30| 150,000,000
Cakupan kunjungan lbu hamil K4 Persentase 75 78 700,000,000} 81 762,314,000} 871,248,671 981,191,540 90 1,127,153,504
Pendampingan ibu Hamil dan bayi resiko tinggi | jumlah ibu Hamil dan bayi yang Peserta
mendapatkan pendampingan 60 350,000,000 60 381,157,000 435,624,335 490,595,770 60 563,576,797
Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan Jumlahpeserta yang memahami Peserta 30 350,000,000 20 381,157,000 435,624,335 490,595,770 20 563,576,797
Buku KIA Buku KIA
Cakupan pelayanan nifas Persentase 82 84 800,000,000 86 871,216,000 995,712,766 1,121,361,760| 92 1,288,175,536|
Pend Ibu Hamil, Bersalin, Nifas d
b;? ampingan ou Hami, Bersalin, Nifas dan | Jumiah lbu Hamil yang mendapatkan | Peserta 60 400,000,000 60 435,608,000 497,856,383 560,680,880 60 644,087,768
Pemantauan Paska Pendampingan lbu Hamil | 2Umian 1bu Hamil yang mendapatian | 30 400,000,000 30 435,608,000 995,712,766 1,121,361,760 30 128,175,536
Cekupan neonafus dengan Persentase o % 700,000,000 o 762314000 871,248,671 981,191,540 9| 1121,153594
yang ditangani
Peningkatan kapasitas petugas dalam Jumlah neonatus yang dilayani dengan
manajemen Asfiksia dan BBLR komplikasi nakes 50 350,000,000 50 381,157,000 435,624,335 490,595,770 563,576,797
Peningkatan Kapasitas Kesehatan Dalam Jumiah bayi yang di SHK orang 1,000 350,000,000 1,000 381,157,000 435,624,335 490,595,770 563,576,797
Screning Bayi Baru Lahir
Cakupan pelayanan anak balita Persentase 82 85| 464,000,000 87| 505,305,280 577,513,405, 650,389,821 95| 747,141,811
Orientasi SDIDTK Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peserta 50 464,000,000 50 505,305,280 577,513,405 650,389,821 747,141,811
Puskesmas dan Tenaga Pendidik PAUD
Py Perbaikan Gizi M: kat
Meningkatkan kualitas | Meningkatnya derajata Kesehatan ogrameromian S Kasyara
SDM yang terdidik sehat |dalam mewujudkan kualitas 5,000,000,000 5,445,000,000 6,223,000,000 7,009,000,000| 8,051,000,000|
dan Berbudaya manusia yang tinggi
Persentase Bayi Usia kurang dari 6 | gqpzgq 75 o) 1,000,000,000 65| 1,089,020000 1,204,640,958 1,401,702,200 | 1610219420
bulan yang mendapat ASI
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Jumlah petugas yang ditingkatkan ¢, 60 1,000,000,000 6 1,089,020,000 7 1,244,640,958 1401702200 80 1610219420
Konseling Menyusui
s ek Badu@ dengan | pgrsontase 22 272 2,250,000,000 262 2450295000 2,800,442,156 3,153,829,951 82| 3622993695
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu Dan |Jumlah Ibu dan anak yang mendapatkan | Orang 1000 600,000,000 1000 653,445,000 1000 746,824,156/ 840,946,000 1000 965,000,000
Anak Berkelanjutan Melalui Penyelamatan 1000 |pelayanan
Konseling Pemberian Makanan Tambahan Pada |Jumlah peserta yang dilakukan koseling |Orang 500 350,000,000 500 381,150,000 500 435,616,000 490,547,000 500 563,000,000
Bayi Dan Anak
Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 1 150,000,000 1 163,350,000 1 186,692,000 210,534,000 1 244,000,000
Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Birth | Dalam Mengurangi Dan Mencegah
; ; ) Tersedianya makanan tambahan ibu Paket 1 450,000,000 1 490,050,000 1 560,078,000 630,708,951 1 724,000,000
Pengadaan PMT ibu hamil KEK dan balita kurus hamil KEK dan Balita Kurus
TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi |Jumlah fasilitator PAGT yang di TOT | Orang 100 350,000,000 100 381,150,000 100 435,616,000 490,547,000 100 563,000,000
Terpadu)
Suplemetasi Tablet Tambah Darah Bagi Remaja |Jumlah remaja putri yang Orang 500 350,000,000 500 381,150,000 500 435,616,000 490,547,000 500 563,993,695
Puteri disuplementasi TTD
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
100 100 1,750,000,000 100 1,905,785,000 1 2,178,121,677 2,452,978,851 100 2,817,883,985

perawatan




Evaluasi Pemberian PMT pada Ibu Hamil dan | Tersedianya dokumen evaluasi Dokumen 6 100,000,000 6 108,900,000 6 124,000,000 6 139,000,000 6 159,000,000
Balita pemberian PMT pada ibu hamil dan
Suplementasi Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Orang 250 350,000,000 250 381,150,000 250 435,000,000/ 250 479,000,000 250 562,883,985
Hamil Tl
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Mapping |Meningkatnya Kapasitas Petugas Orang 50 300,000,000 50 326,700,000 50 373,000,000 50 419,000,000 50 481,000,000
Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Dengan Kabupaten
Monitoring Dan Evaluasi Program Gizi Tersedianya dokumen evaluasi program |Dokumen 6 100,000,000 6 108,900,000 6 124,000,000 6 139,000,000 6 159,000,000
Masyarakat gizi masyarakat
Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi Tersedianya data dan surveilans gizi Dokumen 1 150,000,000 1 163,350,000 1 186,000,000 1 222,000,000 1 255,000,000
Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang |Bayi 1000 750,000,000 1000 816,785,000 1000 936,121,677 1000 1,064,978,851 1000 1,211,000,000
Kurang didampingi
Meningkatkan kualitas | Meningkatnya derajata Kesehatan : rogr:Tn: enolsgahan dan Penanggulangan
SDM yang terdidik sehat |dalam mewujudkan kualitas enyakit Menular 4,866,000,000 5,299,171,320 6,056,422,902 6,820,682,908 7,835,327,697
dan Berbudaya manusia yang tinggi
Persentase Kabupaten dengan 131,652
keberhasilan Pengobatan TB > 80% Persentase 17 83 600,000,000 100 653,412,000 100 746,784,575 100 841,021,320 100 966,131,65:
Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan | Tersedianya format pencatatn dan Blok 150 20,000,000 150 23,412,000 150 25,784,575 150 31,021,320 150 36,131,652
T8 pelaporan TB
Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium TB Tersedianya alat penunjang laboratorium  Paket 1 50,000,000 1 55,000,000 1 68,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000
B
Expansi Strategi DOTS di Daerah Terpencil di | Terbentuknya Pos TB Desa di Desa 2 50,000,000 2 55,000,000 2 68,000,000 2 75,000,000 2 85,000,000
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten
Pelatihan Tenaga Pengelola Program TB dan | Tersediangan tenaga pengelola Program | Orang 36 150,000,000 36 160,000,000 36 180,000,000 36 200,000,000 36 220,000,000
Dokter di UPK Tb dan Dokter Terlatih
Peningkatan Penemuan Penderita TB Terjadinya peningkatan penemuan Slide 8000 40,000,000 8000 50,000,000 8000 60,000,000 8000 75,000,000 8000 90,000,000
penderita
Peningkatan Pengetahuan Kader Pos TB Desa | Jumlah peserta Peningkatan Kader 40 120,000,000 40 125,000,000 40 135,000,000 40 150,000,000 40 175,000,000
Pengetahuan Kader Pos TB Desa
Monitoring Evaluasi F Pos B Desa | T Dokumen 3 70,000,000 3 75,000,000 3 85,000,000 3 100,000,000 3 125,000,000
penanggulangan TB di Pos TB Desa
Pertemuan Monitoring Evaluasi Program TB di ~ |Jumlah peserta Pertemuan Monitoring | Orang 24 100,000,000 24 110,000,000 24 125,000,000 24 135,000,000 24 150,000,000
Provinsi Evaluasi Program TB di Provinsi
Prevalensi HIV Persentase 0 <1 600,000,000 <1 653,412,000 <1 746,784,575 <1 841,021,320 <1 966,131,652
Peningkatan kapasitas pengelola Program HIV | Meningkatkan Pengetahuan Pengelola
HIV Peserta 30 175,000,000 30 190,000,000 30 220,000,000 30 250,000,000 30 220,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Meningkatnya Pengetahun bagi
dalam Aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS Pengelola Program HIV AIDS Peserta 30 175,000,000 30 190,000,000 30 220,000,000 30 250,000,000 30 220,000,000
(SIHA)
Peningkatan Konseling dan testing HIV bagi
Populasi Kunci, Populasi Umum dan Populasi | " nkatnya konseling dan testing HIV | o % 250,000,000 % 273,412,000 % 306,784,575 2 306,784,575 2% 306,784,575
Khusus
Jumlah Kabupaten / Kota dengan 3 600,000,000 4 65341200 6 76784575 600 841,021,320 7 966,131,652
eliminasi malaria
Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal) | Meningkatnya Pengetahuan Pengelola  |orang 30 100,000,000 30 108,900,000 30 124,461,810 30 140,161,430 30 160,975,902
Program Malaria tentang software
Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas  [Meningkatnya Pengetahun bagi Petugas |orang 30 100,000,000 30 108,900,000 30 124,461,810, 30 140,168,890 30 160,983,977
Mikroskopis Mikroskopis Malaria
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Meningkatkan pengetahuan pengelola |orang 32 100,000,000 32 108,900,000 32 124,461,810 32 140,168,890 32 160,983,930
Malaria dalam Pelaksanaan Surveilans Migrasi | program
Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Malaria | terpenuhinya alat penunjang Malaria di | Paket 1 50,000,000 1 54,450,000 1 62,230,905 1 70,084,445 1 80,491,985
Kabupaten
Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis | Adanya Peta Vektor malaria di daerah | Laporan 6 50,000,000 6 54,450,000 6 62,230,905 6 70,084,445 6 80,499,985
Endemis
Peningkatan Dasar Pengelola  |Peserta 30 100,000,000 30 108,912,000 30 124,475,525 30 140,184,330 30 161,211,903
Minlnsin di Vnbeninn s
Evaluasi Malaria di Kabupaten Eliminasi dan Tersedianya dokumen monev malaria ~ |dokumen 6 50,000,000 6 54,450,000 6 62,230,905 6 70,084,445 6 80,491,985
Pasca Eliminasi
Evaluasi Pendistribusian dan Penggunaan Terpantauanya Pendistribusian dan Dokumen 6 50,000,000 6 54,450,000 6 62,230,905 6 70,084,445 6 80,491,985
Kelambu Penggunaan Kelambu
e P22 PICUMONZYENG | personase 13 13 450,000,000 14 490059000 1) 560,088,431 14 630,765,990 15 724,598,739
Pelacakan kasus balita pnemonia Jumlah Kabupaten yang dilakukan Kabupaten 6 145,000,000 6 157,905,000 6 180,469,571 6 203,234,831 6 233,376,173

pelacakan




Bimtek program P2 ISPA Jumlah Kab. Kota 50% Yang Kabupaten 6 80,000,000 6 87,120,000 6 99,569,748 6 112,135,850 6 128,821,664
Puskesmasnya melaksanakan tata
Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas Jumlah petugas puskesmas yang Orang 35 195,000,000 35 212,355,000 35 242,710,569 35 273,340,642 35 314,083,529
dalam tatalaksana ISPA sesuai standar. ditingkatkan kapasitasnya
Pengadaan Media KIE Tersedianya media KIE Paket 1 30,000,000 1 32,670,000 1 37,338,543 1 42,054,667 1 48,312,401
Cakupan penemuzn dan penanganan| pgqyyq, 100 100 450,000,000 100 490,059,000 100 560,088,431 100 630,765,990 100 724,598,739
penderita penyakit DBD
T Regiaan Frogran Oran
Pertemuan Evaluasi Program DBD/Arbovirosis | ADB/Arbovirosis 9 30 50,000,000 30 60,000,000 30 80,000,000 0 - 30 94,598,739
Meningkatnya Pengetahuan Kader
Peningkatan Pengetahuan Kader Jumantk DBD |} - o e & arovirosis Orang 0 . 2 100,000,000 0 . 3 100000000 30 100,000,000
dan Arbhovirois
JUMTEN RADTROW@ yang O
Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit DBD Pengendalian Vektor 9 0 - 30 70,000,000 30 80,000,000 0 - 0 0
Peningkatan Pe"ﬁ‘;“;;g Petugas dalam Meningkatnya Pengetahun bagi Petugas |, 3 80,000,000 2 80,000,000 2 90,000,000 3 100000000 30 100,000,000
JUMTEN FeSEra Penemuan Ln@s
;‘;’I‘;”‘“Q" Lintas Seklor dalam Penanggulangan | gy iajam penanggulangan DBD  |Orang 3 60,000,000 0 . 0 . 3 100000000 30 100,000,000
" JUMTEN PESEra SOSTansast aan
fj:":'n‘:zs‘ dan Advokasi Gerakan  Rumah 1| 4 1\ i Gerakan 1 Rumah 1 Jumantk |Orang 30 80,000,000 0 - 30 110,000,000 20 110,000,000 20 110,000,000
Monitoring Pengendalian Penyakit DBD (Demam | Tersedianya dokumenv\aporan Dokumen 6 80,000,000 6 80,000,000 6 90,000,000 6 100,000,000 6 100,000,000
Berdarah Dengue) penyakit DBD
g’g's)ka" "Rumah 1 Jumantik (Pengendalian | Menurunkan Prevalensi Penyakit DBD - |yco ooy 6 100,000,000 6 100,059,000 6 110,088,431 6 120,765,990 6 120,000,000
Penderita diare yang ditangani Persentase 65| 89 450,000,000 100 490,059,000 100 560,088,431 100 630,765,990 100 724,598,739
Pertemuan Evaluasi Penanganan Diare Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Peserta 30 135,000,000 30 150,000,000 30 170,000,000 30 190,000,000 30 225,000,000
Penanganan Diare
Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit Diare Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Peserta 30 100,000,000 30 110,000,000 30 120,000,000 30 135,000,000 30 150,000,000
Pengelola Penyakit Diare
Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam Jumlah petugas yang ditigkatkan Peserta 30 135,000,000 30 150,000,000 30 170,000,000 30 190,000,000 30 225,000,000
penanggulangan KLB Diare kapasitasnya
Monitoring dan Evaluasi Program Diare Tersedianya dokumen monitoring dan | Dokumen 6 80,000,000 6 80,059,000 6 100,088,431 6 115,765,990 6 124,598,739
evaluasi program diare
Cakupan Desalkelurahan Universal Child Persentase 86.41 88.16 600,000,000 89.91| 653,000,000 9166 747,000,000 93.42| 841,000,000 95.17| 966,000,000
Immunization (UCI)
Kegiatan Advokasi Cakupan Imunisasi Dasar | Meningkatnya Cakupan Imunisasi Dasar | Puskesmas
Lengkap Lengkap 12 75,000,000 12 83,000,000 12 100,000,000 12 115,000,000 12 125,000,000
Review cakupan dan evaluasi program imunisasi | Terlaksananya review cakupan dan Orang
evaluasi program imunisasi 25 60,000,000 25 70,000,000 25 87,000,000 25 100,000,000 25 120,000,000
Kegiatan Bimtek Pelaksanaan imunisasi dasar ~ [Jumlah puskesmas yang dilakukan Puskesmas
lengkap Bimtek 6 150,000,000 6 160,000,000 6 175,000,000 6 190,000,000 6 210,000,000
Monitoring desa UCI dalam rangka pelaksanaan |Jumlah dokumen laporan yang tersedia |Dokumen
DOFU 6 55,000,000 6 60,000,000 6 70,000,000 6 82,000,000 6 100,000,000
Distribusi Vaksin dan Logistik Program Imunisasi |terdistribusinya vaksin imunisasi ritin Kali
dan imunisasi BIAS 6 55,000,000 6 60,000,000 6 70,000,000 6 82,000,000 6 100,000,000
Monitoring dan data Te monitoring dan Dokumen
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pengumpulan data pelaksanaan BIAS 6 55,000,000 6 60,000,000 6 70,000,000 6 82,000,000 6 100,000,000
Pelatihan Surveilance PD3I ( Penyakit Yang Meningkatnya petugas pengetahuan dan | Orang
Dapat Dicegah dengan Imunisasi) keterampilan petugas Pelatihan 30 150,000,000 30 160,000,000 30 175,000,000 30 190,000,000 30 211,000,000
surveilance puskesmas
Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak 600,000,000 653,000,000 747,000,000 841,000,000 966,000,000
Sweeping Pemberiaan Imunisasi Campak Terlaksananya sweeping pelacakan Puskesmas 12 450,000,000 12 489,750,000 12 560,250,000/ 12 630,750,000 12 724,500,000
terhadap imunisasi campak
Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Imunisasi | tersedianya hasil monitoring dan Dokumen 6 150,000,000 6 163,250,000 6 186,750,000 6 210,250,000 6 241,500,000
Campak dan PD31 evaluasi Pemberiaan Imunisasi Campak
Cakupan Desal Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan 100 100 516,000,000 100 561,934,320 100 642,234,734 100 723,278,335 100 830,873,221
o idemiologi < 24 jam Persentase
Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Program | Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Orang 25 125,000,000 0 0 25 0

Penyakit Infeksi Emerging (PIE)

Infeksi Emerging

125,000,000




Investigasi dan Penanggulangan KLB dilakukannya investigasi dan Kabupaten 6 120,000,000 6 120,000,000 6 125,000,000 6 120,000,000 6 130,000,000
penanggulangan kejadian KLB
Pertemuan evaluasi STP Rutin dan KLB Terlaksananya pertemuan evaluasi STP Orang 0 - 30 0 30 0
Rutin dan KLB 110,000,000 123,000,000
Pertemuan evaluasi SKDR Terlaksananya pertemuan evaluasi Orang 30 - 30 30 125,000,000 0 30 130,000,000
120,000,000
Fasilitasi Cold Room Tersedianya pendukung kelancaran Bulan 12 25,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000
Cold room
Pelacakan kasus AFP dilaksanakannya pelacakan terhadap Kabupaten 0 - 0 - 6 52,000,000 6 60,000,000 6 65,000,000
kasus AFP yang ada
Bimtek Program Surveilans Terpadu dilakukannya Bimtek SKDR dan PD3I di | Kabupaten 0 - 6 57,000,000 0 - 0 6 66,000,000
kabupaten
Verifikasi alert/sinyal Sistem Kewaspadaan Dini  |dilakukannya verifikasi terhadap Kabupaten 6 20,000,000 6 20,000,000 6 20,000,000 6 20,000,000 6 20,000,000
dan Respon (SKDR) alert/sinyal
Logistik kasus Penyakit yang dapat dicegah tersedianya logistik PD3I di provinsi Paket 0 - 6 6 50,000,000 6 6 60,000,000
dengan imunisasi (PD31) 50,000,000 50,000,000
Peningkatan kapasitas petugas surveilans Terlaksananya peningkatan kapasitas Orang 100 120,000,000 0 100 125,000,000 0 100 130,000,000
kabupaten petugas surveilans kabupaten
Monitoring pelaksanaan Introduksi Vaksin Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Kabupaten 0 -] 6 0 6 6 80,000,000
Measles rubella (MR) introduksi vaksin MR 60,000,000 75,000,000
Pertemuan evaluasi surveilans PD3| Terlaksananya pertemuan evaluasi Peserta 30 106,000,000 0 30 120,000,000 30 30 125,000,000
surveilans PD3| 125,000,000
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
1,240,000,000 1,350,384,800 1,543,354,788 1,738,110,729 1,996,672,081
::;i‘:n";l’” Penggunaan Obat Persentase 60 65  1,240,000,000 70| 1,350,384,800 75| 1543,354,788 80| 1,738,110,729 85| 1,996,672,081
Monitoring dan Evaluasi Penggt Obat Tersedi Data Pengg Obat
dan Bahan Medis Habis Palai di Kabupaten 6 6 55,000,000 6 59,896,100 6 65,228,051 6 71,034,652 6 77,358,157
Pemusnahan Obat Terlaksananya Pemusnahan Obat yang
sudah kadaluarsa Kali 1 1 45,000,000 1 49,005,900 1 53,368,405 1 58,119,261 1 63,293,037
Pembekalan Tehnik Tenaga Kesehatan ( Terlatinya tenaga Apoteker di Rumah
Apoteker ) di Rumah Sakit Tentang Pelayanan _ |Sakit Tentang PIO, Konseling MESO Orang k3 k3 115,000,000 35 125,237,300 3 136,385,924 3 148,526,999) 3 161,748,873
Indikator Obatdan | Tersedi Data Obat Indikator dan 136,127,500 148,245,570 161,442,391 175,813,992
Vaksin di Puskesmas Vaksin di Puskesmas Kabupaten 6 6 125,000,000 6 6 6 6
Pertemuan Manajemen Logistik Obat di Terlaksanya Pertemuan Logistik Obat
nstalasi Farmasi i Sulawesi Barat Orang 2 2 80,000,000 2 87,121,600 20 94,877,165 2 103,323,130 2 112,520,955
Indikator Penggt Obat Tersedi Data Indikator 175,813,992
Rasional ( Ispa Non Pneumonia, Diare Non Penggunaan Obat Rasional ( POR ) Kabupaten 6 6 125,000,000 6 136,127,500 6 148,245,570 6 161,442,391 6
9 Obat dan Kesehatan | Tersedianya Obat dan
Kesshatan dalam mendukung Paket 1 1 200,000,000 1 217,804,000 1 237,192,012 1 258,307,825 1 281,302,388
Monitoring Evaluasi Dana Alokasi Khusus Sub | Cakupan Capaian Evaluasi 55,000,000 59,896,100 65,228,051 71,034,652 77,358,157
Bidang Kefarmasian Penggunaan Dana DAK Sub Bidang Kabupaten 6 8 8 6 6 6
Pemantauan Kesesuaian Obat di RSUD Diperolehnya Data Kesesuaian Obat di 55,000,000 59,896,100 65,228,051 71,034,652 77,358,157
Rumah Sakit dengan Formularium Rumah Sakit 7 7 7 7 7 7
Distribusi Obat Terdistribusinya Obat dan Bahan Medis 125,000,000
Habis di Instlasi Farmasi Kabupaten | <20upaten 6 6 6 136,127,500 6 148,245,570 6 161,442,391 6 175,813,992
Penyediaan Data Stock Obat berbasis IT di Tersedianya data stock opname berupa
Instalasi Farmasi Provinsi laporan lengkap di UPTD IFP Bulan 12 12 60,000,000 12 65,341,200 12 71,157,874 12 77,492,348 12 84,390,716
Pemantauan Instalasi Farmasi yang Tersedianya Data Instalasi Farmasi
Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat Kabupaten yang Melaksanakan Kabupaten 6 6 65,000,000 6 70,786,300 6 77,087,696 6 83,950,043 6 91.423.276
Sosialisasi e_Monev Katalog Obat dalam Tersedianya Data Rencana Kebutuhan
mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat Obat (RKO ) dan Data Pelaporan Orang 38 38 115,000,000 38 125,237,300 38 136,385,924/ 38 148,526,999 38 161,748,873
(RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan Narkotika dan Psikotropika
Pemantauan Pelayanan Farmasi Komunitas Terpantaunya pelayanan farmasi
dan Klinik di Rumah sakit komunitas dan klinik di RS Kabupaten 6 6 65,000,000 6 70,786,300 6 77,087,696 6 83,950,043 6 91,423,276
Harmonisasi dan Integarasi serta Implementasi | Terlaksanya Pengelolaan Obat Satu
Pelayanan Obat Satu Pintu (One Gate Policy) | Pintu di UPTD IFP dan UPTD IFK Orang 38 38 115,000,000 38 125,237,300 38 136,385,924/ 38 148,526,999 38 161,748,873




Penyediaan Data Stock Opname Obat Buffer

Tersedianya Data Stock Opname Obat

Stock Buffer Stock di IFP Dokumen 1 1 60,000,000 1 65,341,200 1 71,157,874 1 77,492,348 1 84,390,716
Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Presentase Pelayanan di
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Sesuai Standar Orang 56 56 175,000,000 56 190,578,500 56 207,543,798 56 226,019,347 56 246,139,589
Sosialisasi Gerakan Cerdas gl Tenaga
Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Kesehatan dalam memilih Obat Secara Orang 150 150 185,000,000 150 201,468,700 150 219,403,444 150 238,934,738 150 260,204,709
Stakelholder Rasional
Rapat Konsultasi Nasional Program Terkoordinasinya Program Kefarmasian
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Alkes Orang 12 12 50,000,000 12 54,451,000 12 59,298,228 12 64,576,956 12 70,325,597
Penyediaan Operasional di IFP Tersedianya bahan operasional
Instalasi Farmasi Bulan 12 12 30,000,000 12 32,670,600 12 35,578,937 12 38,746,174 12 42,195,358
Pertemuan Pelayanan kefarmasian Untuk Tercapainya Penggunaan Antibiotik
Terapi Antibiotik yang Rasional Orang 40 40 135,000,000 40 147,017,700 40 160,105,216 40 174,357,782 40 189,879,112
Pengadaan Sistem Aplikasi Barcode Tersedianya Sistem Aplikasi 49,000,000 53,361,980 58,112,263 63,285,417 68,919,085
Perhitungan Stok Opname Obat dan Bahan Perhitungan Obat dan Bahan Medis Paket 1 1 1 1 1 1
Medis Habis Pakai Habis Pakai di UPTD IFP
Pemutakhiran data Kefarmasian dan Alkes Tersedianya serta terupdatenya Data 125,000,000 136,127,500 148,245,570 161,442,391 175,813,992
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Orang 34 34 34 34 34 34
Pelayanan Kefarmasian Tersedianya Sarana dan Prasarana di
UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) Paket 1 1 200,000,000 1 217,804,000 1 237,192,912 1 268,307,825 1 281,302,388
Pemantauan Kesesuaian Obat untuk Faskes | Tersedianya Data Kesesuaian Obat
Tingkat | di Kab/Kota terhadap Formularium untuk Faskes Tingkat | di Kab/Kota Kabupaten 6 6 65,000,000 6 70,786,300 6 77,087,696 6 83,950,043 6 91,423,276
Nasional dengan Formularium Nasional dalam
Pengadaan Sarana Penunjang Instalasi Tersedianya Sarana Penyimapanan
Farmasi Obat (Cool Chain) Paket 1 1 325,000,000 1 353,931,500 1 385,438,482 1 419,750,216 1 457,116,380
Implementasi E-Logistik dalam mendukung Tersedianya Data Laporan Pemakaian
pengelolaan obat satu pintu di Instalasi Farmasi |dan Penggunaan Obat di Instalasi Orang 38 38 125,000,000 38 136,127,500 38 148,245,570 38 161,442,391 38 175,813,992
Provinsi/Kabupaten/Kota Farmasi Propinsi dan Kabupaten
Program Pengawasan Obat dan 230,000,000 250,474,600 286,267,420 322,391,506 370,350,467
Makanan
Pengawasan obat dan makanan Sarana 50 50 230,000,000 50 250,474,600 50 286,267,420 50 322,391,506 50 370,350,467
Peningkatan Pembinaan Keamanan Pangan | Diperolehnya Data Industri Rumah
dan Bahan Berbahaya Tangga dan Pengecer Makanan, Sarana 160 160 50,000,000 160 54,451,000 160 59,298,228 160 64,576,956 160 70,325,597
Minuman dan Kosmetik yang dibina
Sosialisasi BTP Terlatihnya Petugas Kesehatan dalam
hal Bahan Tambahan Pangan yang Kabupaten 6 6 95,000,000 6 103,456,900 6 112,666,633 6 122,696,217 6 133,618,634
sesuai dengan Standar Kesehatan
Pertemuan Tenaga Kesehatan dan Pengusaha | Terlatihnya Petugas Kesehatan dalam
IRT-P penyuluhan keamanan pangan dalam Orang 32 32 75,000,000 32 81,676,500 32 88,947,342 32 96,865,434 32 105,488,395
pemberian sertifikasi PIRT
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka | Terlatihnya Petugas Kesehatan dalam
penyuluhan keamanan pangan dalam Kabupaten 6 6 75,000,000 6 81,676,500 6 88,947,342 6 96,865,434 6 105,488,395
pemberian sertifikasi PIRT
Meningkatkan kualitas n n
SDM yang terdidik Meningkatnya Kualitas Program Pengembangan dan Pemberdayaan 1,000 2,020,000,000 2,407,730,000.00 2,610,000,000.0 2,814,210,000.00 4,076,000,000.00
kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sehat dan Berbudaya
Rasio dokter per satuan penduduk Oran 0 0 500,000,000 0 540,000,000 0 622,000,000 0 701,000,000 0 805,000,000
P P g
terlaksan Monitoring dan Evaluasi
Monitorng dan Evaluas! Program PPDSIPPDGS | ooy ppDS/PPDGS dan Tugas | Universtas 100,000,000 110,000,000 127,000,000 140,000,000 155,000,000
dan Tugas Belajar Belajar
Sosialisasi Penyelenggaraan Program Terlaksananya Sosiaisasi Program Kabupaten 100,000,000 110,000,000 127,000,000 140,000,000 155,000,000
PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar P T T U T T
Pendampingan Wajib Kerja Sarjana (WKS) bagi Jumlah pendamping wajib kerja sarjana
Lulusan Pendidikan Dokler Spesialis (WKS) Kabupaten 125,000,000 130,000,000 140,000,000 151,000,000 175,000,000
Monitoring dan Evaluasi Program Infemsip. | v dojumen Pipi Universitas 50,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000
Dokter Indonesia (PIDI)
Pertemuan Koordinasi Program Intersnip Dokter Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi
1oy P Program Intersnip Dokter Indonesia 100,000,000 110,000,000 128,000,000 140,000,000 155,000,000

Indonesia (PIDI)

(PIDI)




Pertemuan Evaluasi Program Internsip Dokter

Jumalah Peserta Pertemuan Evaluasi

B Program Intemnsip Dokter Indonesia 6 25,000,000 6 30,000,000 6 40,000,000 6 60,000,000 6 85,000,000
Indonesia (PIDI) (PD)
;a"‘;:;::’“ ML D Orang 0 800,000,000 0 874,000,000 0 996,000,000 0 1,121,000,000 0 1,288,000,000
Monitoring dan Evaluasi Penugasan Tenaga Laporan
Kesehatan secara Team Based dan secara Tersedianya dokumen Nusantara Sehat 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 55,000,000
individu (Nusantara Sehat)
Kesehatan secara Team Based dan secara < < . Orang 30 25,000,000 30 25,000,000 30 35,000,000 30 35,000,000 30 55,000,000
N Team Based dan secara individu
individu (Nusantara Sehat)
(Nusantara Sehat)
duniah peserta pemutatiran data SDM | "8
Pemutakhiran Data SDM Kesehatan Koseatag o pemutantan ceta 30 65,000,000 E 65,000,000 k| 75,000,000 30 75000000 30 80,000,000
Orang
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Bidang Terlaksananya Pertemuan Koordinasi
SDM Kesehatan Lintas Sekior Bidang SDM Kesehatan 30 65,000,000 30 65,000,000 30 75,000,000 30 75,000,000 30 80,000,000
Orang
Terlaksananya Workshop Penyusunan
Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat 30 65,000,000 30 65,000,000 30 75,000,000 30 - 30 80,000,000
Kesehatan Tingkat Provinsi
Provinsi
Orang
Pertemuan Pendataan STR Tenaga Kesehatan i‘;’;‘;’;&?ena pertemuan STR Tenaga 30 65,000,000 30 65,000,000 30 75,000,000 30 75,000,000 30 80,000,000
Terlaksananya Pertemuan MTKP,
Pertemuan MTKP, Organisasi Profesi dan Organisasi Profesi dan Institusi Orang 0 - 0 - 30 66,000,000 30 65,000,000 30 90,000,000
Institusi Pendidikan Kesehatan
Pendidikan Kesehatan
tersedianya peralatan dan perlengkapan | Paket
Pengadazan peralatan dan perlengkapan pelayanan STR On Site tenaga 0 - 1 71,000,000 0 1 101,000,000 1 50,000,000
pelayanan STR On Site tenaga kesehatan
kesehatan
Pertemuan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi
Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan TK. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Orang 30 25,000,000 30 25,000,000 30 35,000,000 30 35,000,000 30 35,000,000
Provinsi Tenaga Kesehatan TK. Provinsi
Orang
Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Uji Meningkatnya Koorcinasi
Velengg " Penyelenggaraan Uji Kompetensi 30 75,000,000 30 75,000,000 30 85,000,000 30 85,000,000 30 90,000,000
Kompetensi Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Hori Laporan
Monllo(lng dan Evaluasi Pelaksanaan Usulan | Tersedianya dokumen laporan 6 75,000,000 6 75,000,000 6 95,000,000 6 95,000,000 6 100,000,000
Penerbitan STR pelaksanaan STR
. . Orang
Sosialisasi pedoman evaluasi kemampuan bagi
tenaga kesehalan yang belum memenuhl yarat | o, pecert sosalsasi SKP 3 50,000,000 30 50,000,000 30 60,000,000 E 60000000 30 73,000,000
perolehan satuan kredit profesi (SKP) untuk re-
registrasi
L . X Orang
Penilaian Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Jumlgh tenaga kesehatan teladan yang 30 85,000,000 20 85,000,000 20 95,000,000 30 95,000,000 30 100,000,000
Puskesmas terpilih
" Orang
Pelatihan Teknis Kesehatan (Manajemen, Jumiah tenaga kesehatan yang telah
Upaya, Profesi, Penunjang Jabatan Fungsional dilatih 9 yang 30 75,000,000 30 75,000,000 30 85,000,000 30 85,000,000 30 100,000,000
danSubstansi Promosi Kesehatan)
! ) o } Orang
Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tersos.lahsasl Uji Kompetensi Jabatan 30 80,000,000 20 80,000,000 20 90,000,000 30 90,000,000 30 100,000,000
Kesehatan Fungsional Kesehatan
i Dok
Penyusunan Anlisis Kebutuhan Pelatinan | uman dokumen analisis kebutuhan | Dokumen 0 . 0 . 0 1 100,000,000 1 120,000,000
pelatihan yang disusun
Program Upaya
Kgseghaqan l:aiyaraka( 2,480,000,000 2,701,000,000 3,087,000,000 3,476,000,000 3,993,000,000
Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan | PUskesmas 10 430,000,000 10 468,000,000 10| 535,000,000 10 603,000,000 10 692,000,000
Pelatihan pemberdayaan orang tua dalam Jumlah Kabupaten /kota yang
Napza Upaya orang 30 45,000,000 30 50,000,000 30 55,000,000 40 60,000,000 50 75,000,000

dan pengendalian masalah




Pelatihan Skrining NAPZA dengan
menggunakan Assist

Jumlah Kab/kota yang memiliki
puskesmas yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian

masalah penyalahgunaan Napza di orang 30 45,000,000 30 50,000,000 30 55,000,000 40 60,000,000 50 75,000,000
IPWL
Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Terlatihnya Petugas/Pengelola P2
Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di PKM |MKIN PKM se provinsi orang 30 45,000,000 30 50,000,000 30 55,000,000 4 60,000,000 50 75,000,000
Pelatihan Deteksi dini Keswa dan Napza melalui | Jumlah kab/kota yang memiliki
fayanan keswa bergerak 5:252122&22 ;‘;:ye‘e"gga'aka" orang 30 45,000,000 30 50,000,000 30 55,000,000 40 60,000,000 50 75,000,000
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Jumlah Kab/Kota yang memiliki
Pengendalian Dimensia puskesmas yang menyelenggarakan orang 30 45,000,000 30 50,000,000 30 55,000,000 30 60,000,000 50 75,000,000
upaya kesehatan jiwa
Pembentukan Satgas gangguan ODGJ (Orang | Tim Teknis Kesehatan Jiwa
Dengan Gangguan Jiwa) orang 40 50,000,000 40 53,000,000 40 60,000,000 40 75,000,000 40 75,000,000
Pengadaan Bahan Pakai Habis : Rapid Test Tersedianya alat /Rapid Test bagi
Nepza Pengguna NAPZA Paket 300 45,000,000 300 50,000,000 300 60,000,000 400 68,000,000 400 82,000,000
Advokasi dan sosialisasi road map isasi dan peta
dan pengendalian penyalahgunaan napza lokasi penyalahgunaan NAPZA orang 50 60,000,000 50 60,000,000 50 75,000,000 50 85,000,000 50 85,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan i petugas
Jiwa Kesehatan dalama pelayanan Puskesma 10 50,000,000 10 55,000,000 10 65,000,000 10 75,000,000 10 75,000,000
Jumlah Institusi yang
mengimplementasikan 100 50 2,050,000,000 50 2,232,000,000 50 2,552,000,000 50 2,873,000,000 50 3,301,000,000
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
dPen? g: a“’i? dKi‘ipasSas Pegjgre:'s P!J:l\‘(esr:aks Terlaksananya pengawasan internal
UE*B”M )E olah dalam Upaya Berhenti Merokok (| 1) beneoakan aturan Kawasan Tanpa | Puskesmas % 450,000,000 % 497,000,000 % 540,000,000 95 600,000,000 9% 660,000,000
Rokok
Observasi Implementasi KTR di Sekolah dan Terimplementasinya Kawasan Tanpa | Instansi 50 150,000,000 50 100 98 98
SKPD di Provinsi Sulawesi Barat go;ui;dK\ SeZo\athan SKI;D‘ yang ada 170,000,000 352,000,000 443,000,000 483,000,000
i Kab.Kota dan Provinsi Sulawesi
Skrining dan Konseling UBM di Sekolah Pers‘enlase kabupaten/kota yang sekolah 30 300,000,000 30 20 20 25]
melaksanakan kebijakan Kawasan
gg;"z;":l‘:: (KTR) minimal sebesar 330,000,000 330,000,000 360,000,000 450,000,000
3
Sosialisasi dan Advokasi Perda KTR Jumlah Peserta yang dilaksanakan orang 100 200,000,000 100 100 100 100
sosialisasi dan Advokasi Perda KTR
220,000,000 230,000,000 250,000,000 280,000,000
Rapat Koordinasi LS/LP dalam implementasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi orang 50 150,000,000 50 50 50 50
Kawasan Tanpa Rokok #S/LP ial:rr;imp\ememasi Kawasan 160,000,000 170,000,000 190,000,000 220,000,000
anpa Rokol
Iklan Promosi KTR Terlaksananya iklan promosi KTR di kali 12 150,000,000 12 12 12 12
Media Layanan Masyarakat 160,000,000 170,000,000 190,000,000 268,000,000
Pembentukan Satgas KTR Terbentuknya Satgas KTR Tim 1 50,000,000 1 1 1 1
55,000,000 60,000,000 70,000,000 90,000,000
Workshop Tim Satgas KTR Terlaksanya Workshop Tim Satgas orang 40 250,000,000 40 40 40 40
KTR 270,000,000 300,000,000 330,000,000 370,000,000
Monev KTR Terlaksanya Monev KTR dokumen 6 350,000,000 6 6 6
370,000,000 400,000,000 440,000,000 480,000,000
Program pengembangan Lingkungan Sehat
JEILEE & AL 3,000,000,000 3,267,060,000 3,733,922,874 4,205,106,601 4,830,658,260
Jumlah DesalKel yang stop BABS Desa 100 50 2,050,000,000 50 2,232,491,000 50 2,551,513,964 50 2,873,489,511 50 3,300,949,811
SPu elgf‘;::r::a'"ba" Sehat (JS) delem Rangka ;:;‘J::m’;‘:ﬁs;" yang Dikukan Desa 6 6 850,000,000 6 950,000,000 6 950,000,000 6 1,000,000,000 6 1,400,000,000
Pertemuan Jejaring STBM Terjalin koordinasi antara semua stake
holder dalam pelaksanazn kegiatan Kabupaten 6 6 350,000,000 6 350,000,000 6 370,000,000 6 388,000,000 6 388,000,000
Orientasi STBM stunting Kepada Stakeholder | Jumlah desalkelurahan yang
dan Tokoh Masyarakat melalsanaican STEM Kabupaten 6 6 350,000,000 6 350,000,000 6 370,000,000 6 388,000,000 6 388,000,000
Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tersedianya sarana jamban keluarga
Sanitasi Jang memenuhisyarat Desa 2 2 200,000,000 20 212,491,000 30 431,513,964 3 550,000,000 3 575,000,000
Monev Pasca PJS (Pemicuan Jamban Sehat) | Jumlah Kabupaten / Kota yang
dilakukan Monov Terkait PJS Desa Kabupaten 6 6 50,000,000 6 70,000,000 6 80,000,000 6 95,000,000 6 95,000,000
Pelatihan Wirausaha Sanitasi Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STEM Kabupaten 6 6 250,000,000 6 300,000,000 6 350,000,000 6 452489511 6 454,949,811




Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Air Tersedianya sarana air bersih yang
Minum memenuhi syarat Desa 20 200,000,000 20 225,000,000 20 250,000,000 20 275,000,000 20 325,000,000
Pelatihan Survailans Kualitas air Minum Jumlah Pengelola Program Kabupaten
dan Sanitarian Puskesmas yang Orang 40 200,000,000 40 200,000,000 40 240,000,000 40 250,000,000 40 285,000,000
Pelatihan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih | Jumlah Pengelola Program Kabupaten
(Inspeksi Kesehatan Lingkungan) dan Sanitarian Puskesmas yang Orang 40 150,000,000 40 173,961,000 40 194,652,527/ 40 245,936,210 40 275,620,681
Orientasi dan Implementasi Pasar Sehat Jumlah Pengelola Program Lintas
Program dan Lintas Sektor yang Terkait Orang 200 200 75,000,000 200 75,000,000 200 75,000,000 200 75,000,000 200 100,000,000}
Orientasi Petugas dalam Peningkatan Mutu Jumlah TPM yang dilakukan
Pengawasan terhadap TPM pengawasan Orang 40 40 75,000,000 40 80,000,000 40 80,000,000 40 80,000,000 40 100,000,000}
Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes Jumlah Pengelola Program RS dan
Puskesmas Yang mengikuti Orientasi Orang 40 40 75,000,000 40 85,000,000 40 85,000,000 40 85,000,000 40 98,479,768
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) | Jumlah Kabupaten Kota yang
Melakukan Kampanye CTPS Kabupaten 3 3 25,000,000 3 35,000,000 3 35,000,000 3 35,000,000 3 35,000,000
Pengadaan IPAL meningkatkan proses pengelolahan air
limbah Paket 1 - - - 1 50,000,000 1 100,000,000} 1 100,000,000}
Bimtek e-Monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP) | Jumlah Kab / Kota yang dilakuan
Pembinaan / Monev HSP Kabupaten 6 6 100,000,000 6 100,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000
Sosialisasi Kab/Kota Sehat (KKS) Jumlah Penanggungjawab Program
Yang Tersosialisasi Terkait KKS Orang 40 40 50,000,000 40 60,608,000 40 60,608,000 40 60,608,000 40 60,608,000
Pembangunan Rumah Marasa Tersedianya Rumah Marasa
Paket 1 1 - 1 - 1 62,248,383 1 75,072,880 1 100,000,000}
Program Jaminan kesehatan 580,000,000} 632,000,000} 722,000,000 813,000,000 934,000,000
Presentase penduduk yang menjadi | Persentase 67
peserta ]am"':.n k“.h,yf:num.h':lm 70 580,000,000 75 631,631,600 80 721,891,756 85 812,987,276 90 933,927,264
Diseminasi F F Te kegiatan diseminasi
Jaminan Kesehatan TK Provinsi tingkat provinsi Orang 35 120,000,000 35 130,682,400 35 149,356,915 35 168,205,758 50 193,228,046
Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan | Terlaksananya Pengamanan Dokumen
G EKTP Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di 6 75,000,000 6 81,676,500 6 93,348,072 0 0 6 120,766,456
F &Evaluasi F F &Evaluasi | Dokumen
Pelayanan Kesehatan JKN Tingkat Lanjut Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan JKN 6 75,000,000 6 81,676,500 6 93,348,072 6 105,127,665 6 120,766,456
Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Terlaksanya konsultasi teknis Kali
Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Pelaksanaan Program Pembiayaan & 2 25,000,000 0 0 2 31,116,024 0 0 2 40.255.485
Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Orang
Nasional Jaminan Kesehatan Nasional 95 210,000,000 100 228,694,200 105 261,374,601 110 294,357,462 125 338,146,078
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Terarahnya Kabupaten dalam Dokumen
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan TK Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 6 75,000,000 0 0 6 93,348,072 6 105,127,665 6 120,764,741
Penguatan Tenaga Coder daiam INACGBs | 1oty Tenaga Coder dalam orang - 2 108,902,000 2 140,168,727 .
Program Promosi Kesehatan dan 2,569,000,000 2,931,000,000 3,350,000,000 3,773 4,334
Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan promkes kit Tersedianya Promkes KIT bagi Petugas Paket
Kesehatan 6 6 100,000,000 6 178,040,000 6 200,000,000 6 250,000,000 6 250,000,000
Penyebariuasan Informasi kesehatan melalui | Tersosialisasinya informasi Kesehatan
berbagai media di Provinsi dengan 5 tema Tema 5 5 200,000,000 5 300,000,000 5 400,000,000 5 500,000,000 5 500,000,000
TWIEOTa PEnauRung Pakel
Pencetakan media pendukung advokasi Advokasi 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 289,281,916 1 300,000,000 1 300,000,000
FTOMOST GETas (Geraran P TOTTOST GeTTas ar Kabupaton
Sehat) dalam Rangka Mewujudkan Sulbar kabupaten s 6 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000
Moennn
Takshow Perilaku Hidup Bersin dan Sehat | 1¢"oKsananya Thalkshow PHES Kegatan 1 1 98,000,000 1 98,000,000 1 98,000,000 1 98,000,000 1 98,000,000/
- " Merupakan kegiatan untuk )
Koordinasi penguatan implementasi kebijakan | o o) ool bocaimana implementasi | Ke92(2" 2 2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000
lintas sektor terkait Germas di Kab/Kota P |
dari kebijakan yang sudah dikeluarkan
Penyebaran Informasi Rumah Tangga ber Teraksanaya Penyebaran Informasi
PHBé 9% Rumah Tangga Ber PHBS Kali 6 6 120,000,000 6 120,000,000 6 120,000,000 6 120,000,000} 6 120,000,000}
Pembinaan Saka Bakii Husadah Teratinya Tim Saka Bakii Husada | o, 3% 3% 126,000,000 3% 126,000,000 3% 126,000,000 3% 279404401 3% 279404401




Terlaksananya Pelatihan Rumah

Orientasi Rumah Marasa Marasa Kabupaten 6 6 120,000,000 6 120,000,000 6 120,000,000 6 120,000,000 6 220,000,000
Menggerakkan Masyarakat untuk cek
Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam |kesehatan berkala, akifitas fisik dan Kabupaten 6 6 150,000,000 6 150,000,000 6 150,000,000 6 150,000,000 6 250,000,000
Germas makan sayur dan buah
Pembinaan Desa Siaga AKI Tingkat Provinsi | Meningkainya Kuaiitas Desa Siaga AKI} ooy 6 6 100,000,000 6 100,000,000 6 100,000,000 6 100,000,000 6 200,000,000
T Terlaksananya Pertemuan Koordinasi
;:;‘:’X:j: Koordinasi Pokjanal DesalKelurahan | oo ) Orang % % 98,000,000 2 98,000,000 2 98,000,000 % 98,000,000 % 98,000,000
Meningkatnya kualitas Penyuluh
Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan Kesehatan Orang 30 30 120,000,000 30 120,000,000 30 120,000,000 30 120,000,000 30 120,000,000
Mengevaluasi Kegiatan Penggerakan
Evaluasi dan Intervensi GERMAS Masyarakat Persen 75 75 68,000,000 75 68,000,000 75 68,000,000 75 68,000,000 75 68,000,000
Peningkatan Kapasitas Petugas dan
Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Anggota Pinshaka Pramuka SBH Persen 100 100 98,000,000 100 98,000,000 100 98,000,000 100 98,000,000 100 98,000,000
Penyusunan Perda Bidang Kesehatan Tersusuannya Perda Bidang Kesehatan | Dokumen 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
- . Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan
gg‘f";f:n” Teknis Perencanaan Promkes di |- i o Teknis Proses Perencanaan | Kabupaten 6 6 68,000,000 6 68,000,000 6 68,000,000 6 68,000,000 6 78,034,439
P Promkes
Terlasananya pendampingan Desa
Fasilitasi Program Marasa Marasa Desa 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 6 198,000,000
Evaluasi pelaksanaan Kampanye Germas di untuk mengevaluasi pe\aksanaan Kabupaten 6 68,000,000 6 68,000,000 6 68,000,000 6 68,000,000 6 75,000,000
Daerah Kampanye Germas di daerah
Program Kebijakan dan manajemen 1,500,000,000 1,634,000,000 1,867,000,000 2,103,000,000 2,415,000,000
Jumlah Dokumen kebijakan
Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi | Dokumen 14 1 500,000,000 1| 544510000 1| 62320479 1 700,851,100 1 805,109,710
Tersedianya Data Inventaris Barang
Bimbingan Tekhnis Pg‘nge\o\aan Barang Milik  [Milik Negara dan Inventaris Barang Milik Orang 20 20 20,000,000 2 20,000,000 2 30,851,100 2 30,109,710
Daerah dan Barang Milik Negara Daerah
Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan
Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan TK.Provinsi | Tk.Provinsi Orang 50 30 50,000,000 30 50,000,000 25 25,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000
Lokakarya Penyamaan Persepsi Tentan( Tersusunnya Draf Awal Dokumen
oxakaa Teryan P 9 Sistem Kesehatan Daerah Dokumen 1 - - 2% 25,000,000 - - 2 30,000,000
Sistem Kesehatan;
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Implementasi Jumlah Tenaga Pengelola sistem
" . Informasi keuangan yang terlatih Orang 35 30 50,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
" Terlaksananya Rakor LP LS
Koordinasi intes Program dan Linfas SekIor | porneriyzh s joar Orang » - - - - kS 50,000,000
Pemerintah Sulawesi Barat
Jumlah Tenaga perencanaan yang
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan |Dilatih Orang 15 - 3 24,510,000 5 25,000,000 10 50,000,000 5 25,000,000
Pembinaan wilayah lokakarya mini lintas sektor Jumiah vilayzh yg dibina Kabupaten -] 3 40,000,000 - - - -
Terlaksananya Rakor Se Provinsi
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Sulbar Orang 30 30 30,000,000 30 30,000,000 30 56,000,000 25 50,000,000 25 50,000,000
Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggung Tersusunya Laporan
Pertanggungjawaban yang tertib sesuai Orang 40 25 30,000,000 25 30,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000
Jawaban Belanja
aturan vana berlaku
Kalakarya Kesehatan Tindak Laniut Kalzkarya Desa 10 10 30,000,000 10 30,000,000 10 50,000,000 8 60,000,000 8 60,000,000
Penyusunan dan Sosialisasi Renslra Kesehatan | T°/S1S1"/@ fensta kesehatan Dokumen 1 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000




Jumlah Tenaga Keuangan yang Dilatih

Diklat Perbendaharaan Orang 5 40,000,000 5 20,000,000 15 50,000,000 15 50,000,000
Terlaksananya pengawasan dan
Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara zzg‘;:‘a“a" faporan keuangan dan aset | -y o aten 6 6 25,000,000 6 25,000,000 6 25,000,000 6 25,000,000 6 25,000,000
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terlaksananya Rakor LP LS
Pemerintah Sulawesi Barat Penurunan AKI -AKB | Pemerintah Sulbar Dokumen 1 1 45,000,000 1 45,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
dan Sanitasi
Tersusunnya Dokumen Assesment dan
Assessment dan analisis masalah kesehatan  |Analisis Masalah Kesehatan Dokumen 6 6 30,000,000 6 30,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000
Penyusunan Perencanaan Kesehatan berbasis Tersusunnya dokumen Perencanaan
4 Berbasis SPM Dokumen 6 6 30,000,000 6 30,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000
SPM Kesehatan
Jumlah Tenaga pengelola Keuangan
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Keuangan yang terlatih Orang 40 25 45,000,000 25 45,000,000 20 50,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000
Terlaksananya Koordinasi Lintas
Rapat Kerja Kesehatan Daerah Program, Lintas Sektor, Pusat dan Orang ) - - 100 162,320,479 - - - -
Daerah
Terlaksananya Monitoring penggunaan
Monitoring dan Evaluasi DAK Kesehatan DAK Kabupaten 6 6 25,000,000 6 25,000,000 6 30,000,000 6 30,000,000 6 30,000,000
Penyusunan Dokumen Public health Account | oo o\ o2 Dokumen PHA dan DHA | Dokumen 1 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000
dan District Health Account
Penyusunan Perda Bidang Kesehatan Tersusuannya Perda Bidang Kesehatan|  Dokumen 1 -] -] 1 -] 1 -]
Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis Perencanaan di Kabupaten |Bimbingan Teknis Proses Perencanaan orang 40 - - - - 40 50,000,000
Jumlah Desa yang di Fasilitasi - i
e e 5 1,000,000,000 d S 6| 1,204,640,958 6 1401702200 6| 1610219420
Terlasananya pendampingan Desa
;::;'::fa':a" Intevensi Program Marasa Bidang | - Desa 6 270,000,000 6 350,000,000 6 550,000,000 6 650,000,000 6 850,000,000
Pemetaan Assessment dan analisis Prioritas Tersusunnya Dokumen Assesmen! dan
Analisis Masalah Kesehatan Dokumen 1 50,000,000 1 50,000,000 - - - -
masalah kesehatan Desa
Fasiitaor Pendamping Desa Fasiitaor Pendamping | a0 8 350,000,000 0| 350000000 80| 440,640,958 8 500,000,000 8 500,000,000
Marasa Desa Marasa
Rapat Koordinasi Lintas Program dan Sektor Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Orang 30 30,000,000 20 39,020,000 20 45,000,000 20 51,702,200 20 51,702,200
Terkait Program
Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA | Terlaksananya Rapat Koordinasi Orang 50 50,000,000 50 50,000,000 50 70,000,000 50 70,000,000 50 70,000,000
Workshop Kader Pendamping Desa Marasa Llearr\:::nya Kader Pendamping Desa Orang 8 150,000,000 80 150,000,000 - - - -
Dokumen Rodmap dan
Penyusunan Rodmap dan Petukjuk Teknis Petukjuk Teknis Desa MARASA Bidang
Desa MARASA Bidang Kesehatan Kesehatan Dokumen 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
Monitoring dan Evaluasi Program MARASA g\gﬁj‘f:i"”ya Dokumen Monitoring dan | oy mer 6 50,000,000 6 50,000,000 6 80,000,000 6 80,000,000 6 88,517,220
Program pengembangan Sistem Informasi pr
keseghatanp s s 1,200,000,000 - 1,493,569,150 1,682,042,641 1,932,263,304
- Provinsi dan
Jumlah Provinsi dan kabupatenkoa |, ., ozgenjio 7 7 700,000,000 7| 762314000 7 emasen 7 981,191,540 7 tanssse
Menyusun Profil Kesehatan ta
Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam Jumlah dokumen perencanaan yang Dokumen
Mengurang Dan Mencegah Stunting, Low Birh | ersusun 6 185,000,000 6 222,314,000 6 271,248 671 6 291,191,540 6 327,153,594
Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah Peserta yang Dilatih Orang
Penyusunan Profi Kesehatan 70 260,000,000 70 280,000,000 70 310,000,000 70 350000000 70 410,000,000
Desiminasi informasi profil kesehatan Tersusunnya profil kesehatan Orang 245,000,000 60 260,000,000 60 290,000,000 60 340,000,000 60 390,000,000
kabupaten 60
Kotayang 67 8 500,000,000 100 544,510,000 100 622,320,479 100 700,851,100) 100 805,109,710
melaporkan data kesehatan prioritas
Meningkatnya Kapasitas Petugas orang
Pelatihan Aplikasi Pendampingan Ibu Hamil 200 149,000,000 200 164,510,000 200 211,120,479 200 253,851,100 200 318,609,710

Kabupaten




Monev dan Bimbingan Teknis Data Program

Terlaksananya Monev dan Bimbingan

Keluarga Sehat Teknis Program Indonesia Sehat Dokumen 6 70,000,000 6 76,000,000 6 82,700,000 6 90,000,000 6 100,000,000
Mendukung tersedianya data dan
Pengadaan komputer untuk SIKNAS/SIKDA informasi yang akurat dan disajikan Paket 1 61,000,000 1 66,000,000 1 71,000,000 1 77,000,000 1 68,000,000
secara cepat dan tepat
Jumlah peserta yang dilatih
Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Orang 72 120,000,000 72 130,000,000 72 141,500,000 72 154,000,000 72 168,000,000
SKPD Terlaksananya Pengembangan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan SIK Paket 1 25,000,000 1 29,000,000 1 34,000,000 1 39,000,000 1 58,500,000
Penngembangan Sistim Informasi Pelaporan Tersdemanya sms g?e v}:ay untuk
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi (SMs [ Pencampingan lbu hami Paket 1 30,000,000 1 32,000,000 1 34,000,000 1 37,000,000 1 40,000,000
Gate way)
Riset Indikator RPJMD, SDGs dan Renstra Terlaksananya Riset Indikator RPJMD,
Bidang Kesehatan SDGs dan Renstra Bidang Kesehatan Dokumen 6 45,000,000 6 47,000,000 6 48,000,000 6 50,000,000 6 52,000,000
Program pelayanan Kesehatan perorangan 33,358,000,000 27,723,000,000 50,811,000,000 46,226,000,000| 74,507,000,000
Jumlah kunjungan Rawat Jalan di
UPTD Balai kesehatan Orang 7,292 8,450 900,000,000 8,700 980,118,000 9,000 1,120,176,862 9,300 1,261,531,980 9,600 1,449,197,478
Peningkatan pelayanan kesehatan di Poli Tertaksananya Peningkatan mutu Paket 1 585,000,000 1 600,000,000 1 600,000,000 1 600,000,000 1 650,000,000
pelayanan kesehatan di Poli
Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Dokter dan| Tersedianya Peningkatan SDM Tenaga Orang 3 30,000,000 3 30,000,000 3 30,000,000 3 30,000,000 6 50,000,000
Paramedis Dokter dan Paramedis
Penyuluhan dan Updating Pendataan Terlaksananya Penyuluhan dan
Kepesertaan BPJS Pendataan Kepesertaan BPJS Paket 1 15,000,000 1 15,000,000 1 20,176,862 1 30,000,000 1 30,000,000
pengadaan Peralatan Kesehatan Tersedianya Peralatan Kesehatan Paket 1 150,000,000 1 150,000,000 1 180,000,000 1 181,531,980 1 200,000,000
Administrasi perkantoran / penyediaan sarana Tersedianya Administrasi perkantoran /
P peny penyediaan sarana dan prasarana di Paket 1 20,000,000 1 20,000,000 1 30,000,000 1 80,000,000 1 80,000,000
dan prasarana di Poli Pol
Pengadaan Obat - Obatan dan Bahan Habis | Tersedianya Pengadaan Obat - Obatan
pak dan Bahan Habis Pakai Paket 1 100,000,000 1 100,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 299,197,478
Skrining Kesehatan lingkup ASN Pemprov Terlaksananya Skrining Kesehatan Orang R | 100 65,118,000 100 80,000,000 200 160,000,000 250 200,000,000
Sulawesi Barat lingkup ASN Pemprov Sulawesi Barat
Kalibrasi Peralatan Kesehatan Terlaksananya Kaliorasi Peralatan | o o/ . . . . 1 30,000,000 1 30,000,000 1 40,000,000
Kesehatan
Jumlah Orang yang di donor Orang - 30| 400,000,000 80| 435,608,000 120 497,856,383 160 560,680,880 200 644,087,768
Kegiatan Donor Darah Terlaksananya Kegiatan Donor Darah | Orang 30 200,000,000 80 255,608,000 120 317,856,383 120 355,680,880 200 360,680,880
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga | Tersedianya data pendonor darah Orang R | 2 30,000,000 2 30,000,000 20 30,000,000 20 30,000,000
Kesehatan secara berkala
Pendataan pendonor darah secara berkala ;i’:;dgi;:a‘a pendonordarah | ooy men 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000
N Orang
Workshop Donor Darah Tersedianya petugas donor darah 20 50,000,000 - - - - 10 25,000,000 10 25,000,000
Pengadaan Peralatan Donor Darah Tersedianya Peralatan Donor Darah' Paket 5 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 178,406,888
I CIELE) sampelisediaan| g, o1 g 50 1,200,000,000 O —— 300[  1,493,569,150 00| 1,682042,641 s00|  1,932263,304
Penyusunan Tarif Pelayanan Laboratorium lTersusunvnyaTarw Pelayanan Dokumen 1 20,000,000 - - - - - - - -
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal A;;r‘:as‘unnya Tarif Standar Pelayanan Dokumen 1 20,000,000 - - - - .| - . -
" . Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang
Pelatinan Teknis Tenaga Kesefatan tentang |-, \elaksanakan pelayanan Petugas 10 50,000,000 10 50,000,000 5 25,000,000 10 50,000,000 10 80,000,000
pelayanan Laboratorium .
Laboratorium
Pengadaan Peralatan Laboratori
engacaan Feraiatan Laboratonum Tersedianya Peralatan Laboratorium | Paket 1 500,000,000 1| 610000000 1| 200000000 1 250,000,000 1 500,000,000
Pengadaan Bahan Pekai Habis dan Reagent ;:;Zf‘if"ya Bahan Pakai Habis dan | by ey 1 200,000,000 1| 200,000,000 1| 200000000 1 262,042,641 1 500,000,000
Pengadaan Sarana Prasatana Penunjang ;;’:;:f‘gya Sarana Prasarana Patet 1 260,000,000 1| 256824000 1| 78569150 1 200,000,000 1 582,263,304
Kalibrasi Peralatan Kesehatan Tersedianya Peralatan Kesehatan | gy oy 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 100,000,000
yang telah di Kalibrasi
. - .
Promosi Pelayanan L Kesehatan " Promosi Pelayanan Kabupaten 6 30,000,000 6 30,000,000 . R i . 6 30,000,000
Dagerah Laboratorium Kesehatan Daerah
Akreditasi mutu Pelayanan Laboratorium Terlaksananya Akrediasi mulu
¥ Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dokumen 1 50,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000
Kesehatan Provinsi
Provinsi
Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Terlaksananya Pemeriksaan
pemantap pemantapan mutu hasil dar Dokumen . E 6 60,000,000 - - - - 6 60,000,000

Laboratorium yang ada di Kabupaten

Laboratorium yang ada di Kabupaten




Pengadaan Mobil Keliling Laboratorium

Tersedianya Mobil Keliling
L

Unit

800,000,000

800,000,000

Operasional Mobil Keliling Laboratorium

Tersedianya Operasional Mobil Keliling
L

Unit

50,000,000

20,000,000

50,000,000




